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INTISARI 
 
Dina Muslimah, Nomor Induk Mahasiswa E12113512, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun 
skripsi dengan judul Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi 
Barat, dibawah bimbingan Bapak Dr.Jayadi Nas, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak 
Rahmatullah, S.Ip M.Si sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini betrujuan untuk mengetahui hubungan Koordinasi antara Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dalam pengelolaan pariwisata. Untuk mencapai tujuan tersebut, di 
gunakan metode penelitian kualitatif. Teknikpengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis kualitatif. 
Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 
menggunakan beberapa teknik dan metode dalam pengumpulan data, maka dapat di 
tarIk beberapa kesimpulan bahwa pada dasarnya, koordinasi antara satuan kerja 
perangkat Daerah Kabupaten Mamasa dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten 
Mamasa, khususnya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Koperasi 
UKM Perindustrian dan perdagangan, dengan Dinas Pariwisata iti sendiri telah memiliki 
kerjasama dan berkoordinasi. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan 
maksimal sesuai dengan yang di harapkan. Salah satu penyebabnya adalah masih 
besarnya ego sektoral di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta minimnya 
anggaran dari Pemerinrah Daerah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Dina Muslimah, Student Identity Number E12113512, Government Science Study 
Program, Faculty of Social Science and Politics, Hasanuddin University. Compiled a 
thesis entitled Tourism Management In Mamasa Regency, West Sulawesi Province, 
under supervised by Dr.Jayadi Nas, M.Si as supervisor I and Mr. Rahmatullah, S.Ip 
M.Si as supervisor II. 
 
This research aims to know the relationship between the coordination unit of Regional 
Work Unit in the management of tourism. To achieve the goals used quantitative 
research method. The tecqnique of data collection is done by using descriptive 
quantitative analysis techniques. 
Based on the results of research conducted by researcher by using some techniques 
and methods in collecting data.  It can be concluded that basically coordination between 
Regional Work Unit local government area Mamasa regency in managing tourism in 
Mamasa, especially between Public Work and Housing, dept Cooperatives Small and 
Medium Enterprises, department of Industry and Trade, and the Tourism itself has had 
cooperation and coordination. But the implementation has not been running up as 
expected. One of the causes is still the magnitude of sectoral ego among the working 
unit of regional apparatus and the lack of budget from local government 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
 Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sejatinya untuk 
mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka Pemerintah selaku Pelayan 
Publik merupakan salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam mewujudkannya. 
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Ryaas Rasyid membagi fungsi 
pemerintahan menjadi empat bagian yaitu melakukan pelayanan,  pembangunan, 
pemberdayaan dan pengaturan.1 
Fungsi pelayanan pemerintah daerah sebagai aparat Negara berusaha sedapat 
mungkin dapat memberikan pelayanan prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
disemua sektor. Didalam membangun masyarakat untuk menuju suatu kehidupan  yang 
lebih baik dari sebelumnya, baik disektor pembangunan fisik maupun pembangunan 
non fisik, dimana pemerintah daerah sebagai roda penggerak pembangunan 
diwilayahnya serta melibatkan masyarakat baik sebagai subjek maupun sebagai objek 
pembangunan. Pembangunan pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan 
pertumbuhan perekonomian pada negara tersebut.Pembangunan nasional mendukung 
pembangunan daerah dan demikian pula sebaliknya. Adanya upaya yang dilakukan 
pemerintah, membuat masyarakat  lebih berpartisipasi  aktif  terhadap  pengembangan  
objek  wisata  di  daerahnya dan bertanggung jawab serta menikmati hasil dari adanya 
objek wisata tersebut. Masyarakat tidak sulit diajak bergotong royong guna 
pengembangan obyek wisata tersebut apalagi Mamasa sudah ditetapkan sebagai 
destinasi pariwisata di Sulawesi Barat. 
                                                          
1
 Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 34 
Sulawesi Barat adalah provinsi yang terbentuk pada 5 oktober 2014 berdasarkan 
UU No. 26 Tahun 2004 yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Selatan. Saat 
ini,terdiri atas 6 Kabupaten, yaitu Mamuju, Mamasa, Polewali, Majene, Mamuju Utara, 
dan Mamuju Tengah. Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan 
beragam serta dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang potensial di bidang 
kepawisataan karena memiliki wilayah pantai dan pegunungan yang indah. 
Salah satu objek wisata yang memiliki keunikan tersendiri di Kabupaten Mamasa 
adalah Sumber Air Panas Rantekatoan. Objek wisata ini terletak di Desa Osango 
Kecamatan Mamasa yang hanya berjarak 1 KM dari Ibu kota dan masih sangat alami. 
Dengan jarak yang dekat dengan Ibukota, seharusnya objek wisata ini dapat menjadi 
daya tarik Kota Mamasa dengan keindahan tempatnya. Namun, objek wisata ini belum 
sama sekali disentuh oleh Pemerintah Daerah. 
Selain objek wisata tersebut di atas, terdapat objek wisata lain yang belum 
dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa terdapat 70 objek Wisata. Namun, 
dari sekian jumlah objek tersebut, baru 2 lokasi objek yang diberi bangunan fasilitas, 
seperti Objek Wisata Air Terjun Liawan dan Sumber Air Panas Kole. 
Objek wisata yang banyak dan potensial membuat Kementerian Pariwisata 
Republik Indonesia  menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai daerah destinasi wisata 
yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan 
Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Mengenai 
peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa mensinergiskan dengan 
Misi Kabupaten Mamasa yaitu Mewujudkan Mamasa Sebagai Daerah Tujuan Wisata 
yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2014-2018. Kemudian, RPJMD tersebut 
dilanjutkan dengan stategi mengembangkan keunggulan dan daya tarik wisat 
potensional untuk meningkatkan daya saing wisata. 
Empat hal yang bisa dijadikan cara untuk mengelola kepariwisataan di Mamasa. 
Pertama adalah dukungan infrastruktur. Kondisi jalan di Mamasa yang sangat buruk 
perlu diperbaiki untuk mendukung pengembangan pariwisata. Kedua adalah melakukan 
popularisasi kebijakan. Ia melihat bahwa salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah 
dengan menindaklanjuti keputusan Gubernur Sulawesi Barat yang menetapkan 
Mamasa sebagai destinasi pariwisata Sulawesi Barat.  
Permasalahannya adalah hingga saat ini surat keputusan tersebut belum 
membuahkan peraturan di tingkat Kabupaten Mamasa. Maka dari itu, kelanjutan dari 
keputusan gubernur menjadi pekerjaan rumah baik bagi Pemda Mamasa, DPRD 
Mamasa, bahkan masyarakat. Ketiga adalah sinergi kelembagaan di jajaran Pemda 
Mamasa untuk mengembangkan sektor pariwisata koordinasi dalam penyusunan 
program pemerintah yang dijalankan oleh SKPD penting dilakukan untuk mengetahui 
kebutuhan dalam pengembangan pariwisata. Ia menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan 
Umum harus berkoordinasi terkait dengan perbaikan infrastruktur, terutama jalan-jalan 
poros yang menuju ke Mamasa. Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif 
melakukan pengelolaan objek pariwisata, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan 
Perdagangan sebagai bagian promosi. Bentuk-bentuk koodinasi ini dapat dilakukan 
dengan melihat potret daerah lain yang telah sukses menjadikan agrowisata sebagai 
ikon pariwisatanya.Terakhir, tapi tidak kalah paling penting adalah keterlibatan warga 
dalam program pengembangan pariwisata Mamasa. Tujuannya adalah semua orang 
bukan saja turut terlibat dalam proses pembangunan, tapi juga merasa memiliki atas 
proses dan hasil-hasilnya.  
Menurutnya, setelah ada Surat Keputusan Gubernur Sulbar tentang penetapan 
Mamasa sebagai destinasi wisata yang bersifat top-down, perlu adanya dukungan 
secara bottom-up yang secara genuin lahir dari keterlibatan warga. Salah satu cara 
adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Musrenbang dan dengar pendapat dengan 
warga sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi harapan dan keinginan warga 
dalam proses pembangunan, termasuk dan terutama dalam sektor pariwisata sebagai 
sektor andalan Mamasa. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan 
membentuk sanggar kesenian atau rumah budaya sehingga warga dapat berperan 
langsung untuk pengembangan pariwisata Mamasa. Menurutnya, apabila pariwisata di 
Mamasa dapat tumbuh, maka forum-forum kesenian, industri kreatif, serta kegiatan seni 
budaya akan dengan sendirinya turut tertopang dan dapat berkembang. 
Secara umum usaha pemerintah Daerah dalam mengembangkan sektor 
pariwisata di Kabupaten Mamasa adalah melakukan kajian-kajian terhadap objek yang 
akan dibangun dengan memperhatikan prioritas program, serta sumber daya yang  
tersedia melalui APBD Kabupaten tanpa mengabaikan sektor lainnya. Selain itu, 
pemerintah daerah juga perlu memperhatikan sektor keamanan dan kenyamanan 
pengunjung sehingga, dapat terwujud suatu stabilitas daerah yang aman dan kondusif. 
Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa 
dalam hal ini Dinas terkait masih terdapat beberapa masalah yang harus di hadapi 
aparatur pemerintah yaitu: (1) Destinasi Pariwisata seperti kurangnya jasa pariwisata 
diantaranya ( rumah makan, penginapan, restoran dan bus Pariwisata). (2) 
Infrastruktur/sarana prasana. (3) Promosi. 
Berdasarkan kondisi diatas, penulis menganggap penting hal tersebut untuk di 
teliti dan dikaji lebih mendalam sehingga dapat diketahui secara jelas, koordinasi antar 
institusi pemerintahan dalam pengelolaan pariwisata olehnya itu mengangkat judul 
penelitian, “PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI 
SULAWESI BARAT”. 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Sektor pariwisata dinilai sebagai 
potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten 
Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat dan Misi 
Kabupaten Mamasa. Kebijakan tersebut mendorong Pemerintah Daerah untuk 
mengelola dan meningkatkan potensi objek wisata yang ada dengan mensinergiskan 
antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam 
Kapariwisataan. 
Belum maksimalnya pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Mamasa 
diakibatkan hambatan dan tantangan yang dialami Pemerintah Daerah. Hambatan dan 
tantangan yang dimaksud biasanya bersumber dari pengadaan sarana dan prasarana 
serta pembangunan akses jalan ke lokasi objek wisata sehingga berdasarkan 
fenomena tersebut diatas, dapat melahirkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
 Bagaimana koordinasi antar institusi pemerintahan dalam pengelolaan     
kepariwisataan di Kabupaten Mamasa? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut diatas menjadi dasar peneliti 
dalam menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: 
 Mengetahui dan menggambarkan koordinasi institusi pemerintahan dalam 
pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat akademis. Melalui penelitian ini , diharapkan akan menjadi bahan kajian 
ilmiah tentang koordinasi antara institusi pemerintahan dalam pengelolaan 
pariwisata. 
2. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah tentang koordiasi antara institusi 
pemerintahan dalam pengelolaan pariwisata. 
3. Manfaat metologis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk 
menambah  wawasan dan menjadi refrensi bagi mahasiswa yang akan 
melakukan kajian terhadap penelitian yang relevan. 
  
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang 
dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, 
sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus 
sebagai pendukung daam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas 
yang ada. 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1.  Pemerintah dan Tugas Pokok Pemerintahan 
Bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi terbesar yang relatif 
awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah mutlak harus ada 
untuk membarenginya. Yaitu munculnya keberadaan dua kelompok orang yang 
memerintah di satu pihak yang diperintah di lain pihak. Secara etimologi, pemerintahan 
dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut : 
1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Yang berarti di 
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang 
dan yang diperintah memilik kepatuhan akan keharusannya. 
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintahan. Yang berarti badan 
yang melakukan kekuasaan memerintah. 
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti 
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.”2 
 
Untuk definisi pemerintah, W.S. Sayre mengatakan bahwa : 
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“Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi  dari negara yang 
memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya.”3 
  Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer, hal yang harus dilakukan oleh 
pemerintah yaitu : 
“Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), negara tempat 
kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, 
metode serta system (manner, method and system) dari pemerintah terhadap 
masyarakat.”4 
 
Keberadaan Pengertian pemerintahan dikatakan sebagai lembaga negara yang 
terorganisir dan memperlihatkan serta menjalankan kekuasaannya. Hal ini dapat 
dipahami bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan. 
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan diperlukan untuk 
menggerakan berbagai aktivitas baik di bidang eksekutif dalam arti luas termasuk 
militer, legislatif maupun yudikatif.  Pemerintahan mempunyai empat arti, yaitu: 
a) pertama, menunjuk kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksankan kontrol 
atas pihak lain (the activity or process of governing). 
b) Kedua menunjuk segala permasalahan negara dalam mana kegiatan atau proses 
diatas dijumpai (state of affairs). 
c) Ketiga merujuk pada orang-orang  yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah. 
d) Serta Keempat merujuk pada cara metode atau system dengan nama sesuatu 
masyarakat tertentu diperintah. 
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Dalam arti umum pemerintahan digolongkan sebagai segala usaha dan kegiatan 
yang dilakukan oleh lembaga negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan 
yudikatif dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sedangkan pemerintahan dalam arti 
khusus adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif 
dalam rangka mencapai tujuan nasional. 
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh 
seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut  Gubernur, 
Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota 
disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 
satu kali masa jabatan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  
Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  
menjadi kewenangan daerah otonom. 
  Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
juga diatur tentang tugas dan wewenang  Kepala Daerah yaitu : 
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang 
ditetapkan bersama DPRD. 
b. Memelihara ketentramandan ketertiban masyarakat. 
c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda 
tentang RPJPD kepada  DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan 
menetapkan RKPD. 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda 
tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. 
e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapata menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 
f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah 
g. Dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan. 
  Dalam melaksanakan tugas kelapa daerah juga berwenang : 
a. Mengajukan rancangan perda 
b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD 
c. Menetapkan pilkada dan keputusan kepala daerah 
d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan 
       oleh daerah dan atau masyarakat. 
e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. 
   Proses pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah berdasarkan arah 
tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada 
penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas penyelenggaraan 
pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum tersebut guna mencapai harapan 
daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa. 
Fungsi pemerintah serta tugas pokok pemerintah daerah yang dijalankan akan 
menunjukan kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik maka akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah 
yang dijalankannya. Hal ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup 
dalam negara dan kesejahteraan hidup. 
 
Konsep pemerintahan didefinisikan oleh C.F. Strong menyatakan : 
“pemerintah(an) adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk 
melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya Strong 
menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan 
eksekutif dan kekuasaan yudikatif”.5 
  Menurut Rasyid (1997:11) tugas-tugas pokok pemerintahan dapat mencakup 
tujuh bidang pelayanan : 
1. “Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, 
dan      menjaga agar tidak terjadi pemberontakan yang dapat 
menggulingkan. 
2. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang 
yang     tidak mungkin tidak dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau 
yang akan lebih     baik jika di kerjakan oleh pemerintah. 
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3. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan 
domestik     dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung 
menjamin     peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. 
4. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan 
lingkungan     hidup seperti air, tanah dan hutan.’’ 6 
 
2.1.2. Teori Koordinasi 
Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur 
untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 
ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan 
menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan 
masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang 
semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85). 
Menurut Mc. Farland (Handayaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di 
mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara 
bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. 
Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) 
sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-
satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2003:196) 
kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam 
pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan 
pelaksananya. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayaningrat (1985:88) bahwa koordinasi 
dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, 
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Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) 
adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling 
mempengaruhi. 
 
 
 
 
2.1.3.  Konsep Kepariwisataan 
Pengertian pariwisata secara umum merupakan suatu perjalanan yang dilakukan 
seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat 
yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau 
bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata 
untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang 
beraneka ragam. 
Di dalam mencoba menganalisa  mengenai kepariwisataan, maka akan muncul 
beberapa gambaran dalam benak kita, sebab kepariwisataan dapat dipandang sebagai 
suatu yang abstrak, misalnya gejala yang melukiskan kepergian orang-orang di dalam 
negerinya sendiri atau keluar negeri.Proses bepergian ini mengakibatkan terjadinya 
interaksi, hubungan saling pengertian, perasaan, persepsi, motivasi. Tekanan-tekanan 
kepuasan, kenikmatan dan lain-lain di antara sesama pribadi atau antara kelompok. 
Pada dasarnya gejala pariwisata terdiri dari tiga unsur yaitu : manusia (unsur 
insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), tempat (unsur fisik yang tercakup dalam 
kegiatan itu sendiri) dan waktu (unsur tempo yang digunakan dalam perjalanan dan 
selama berdiam di tempat tujuan). Tetapi hendaknya pariwisata tidak disamakan 
dengan kegiatan jalan-jalan “ cuci mata” atau “makan angin” pada suatu saat tertentu. 
Segi lain pariwisata hendaknya dipandang sebagai suatu industri yang turut 
memberi adil dalam kehidupan sosial dan ekonomi, baik itu negara maju maupun 
negara berkembang. 
Menurut Saleh Wahab, dalam bukunya Manajemen Kepariwisatan bahwa: 
“Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru yang mampu   menyediakan  
pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, peningkatan 
taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara  . Lagi 
pula pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri lain 
dalam arti yang klasik, seperti industri kerajian tangan, dan industri cenderamata 
(souvenir), penginapan dan transportasi.7 
 
Untuk lebih jelasnya penulis mengangkat beberapa pengertian mengenai 
pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Diantaranya adalah Nyoman S Pendit 
dalam bukunya ilmu pariwisata sebuah pengantar perdana, mengemukakan bahwa 
Pariwisata adalah segala sesutau yang berhubungan dengan bergeraknya manusia dan 
benda, yang membawa dinamika kehidupan. 
Sedangkan menurut Saleh wahab, pariwiata adalah : 
“Suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan 
secara bergantian diantara orang-orang di dalam suatu negara itu sendiri ( di luar 
negeri), meliputi penndiaman orang-orang dari suatu daerah lain (daerah 
tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari 
kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang di dalamnya 
diamana ia pernah pekerjaan tetap.”8 
 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa 
setiap perjalanan untuk paiwisata adalah peralihan tempat untuk sementara waktu, dan 
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mereka megadakan perjalanan tersebut memperoleh pelayan dari lembaga-lembaga 
atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Oleh 
karena itu, dari definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yng 
penting dalam pariwisata, faktor-faktor penting tersebut adalah : 
1. Perjalanan dilakukan  untuk sementara waktu 
2. Perjalan dilakkan dari satu tempat ke tempat yang lain 
3. Perjalan itu harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi, dan 
4. Orang yang melakukan perjalanan wisata tersebut tidak mencari nafkah di tempat 
yang dikunjungi dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut. 
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka penulis dapat memberikan 
pengertian pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas saerta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,Pemerintah, dan 
Pemerintah Daerah. 
a.  Jenis dan Macam Pariwisataan 
Untuk lebih memperjelas mengenai pariwisata, maka penulis juga 
mengemukakan mengenai jenisdan macam-macam pariwisata sebagai berikut : 
1. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata dikembangkan: 
a) Pariwisata lokal (lokal tourism), yaitu jenis pariwisata setempat yang 
mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas pada tempat-tempat 
tertentu saja.Pariwisata regional (regional tourism), yaitu kegiatan 
kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang 
lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan pariwisata lokal, tetapi lebih 
sempit bila dibandingkan dengan kepariwisataan nasional. 
b) Pariwisata nasional (national tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang 
berkembang dalam wilayah suatu negara atau bangsa. 
c) Pariwisata regional internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang 
berkembang di suatu wilayah  internasional yang terbatas, tetapi melwati 
batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. 
d) Pariwisata internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang 
di seluruh dunia. 
2. Menurut pengaruhnya terhadp neraca pembayaran : 
a) Pariwisata aktif, yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai  dengan 
gejala masuknya wisatawn asing ke suatu negara tertentu yang berarti 
pula pemasukan bagi devisa negara. 
b) Pariwisata pasif, yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan 
gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian keluar negeri sebagai 
wisatawan, karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri di 
bawa keluar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi negara sendiri. 
 
3. Menurut alasan / tujuan perjalanan 
a) Pariwisata  usaha dagang / bisnis, yaitu jenis pariwisata dimana 
pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau yang 
berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, simposium dan 
sebagainya. 
b) Pariwisata liburan, yaitu jenis pariwisata dimana orang yang melakukan 
perjalanan wisata terdiri orang yang sedang libur atau sedang cuti. 
c) Pariwisata pendidikan, yaitu jenis pariwisata dimana orang yang 
melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau untuk mempelajari suatu 
bidang ilmu pengetahuan. 
4. Menurut saat atau waktu berkunjung 
a) Seasional tourism, adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung 
pada musim-musim tertentu, termasuk ke dalam kelompok jens ini adalah 
sumber tourism atau winter tourism. 
b) Occasional tourism, yakni jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya 
dihubungkan dengan kejadian (occasional) maupun suatu event. 
5. Menurut objeknya 
a) Wisata budaya, adalah jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang 
untuk melakukan perjalanan disebabkan oleh daya tarik dari seni atau 
daerah. Jadi objek berkunjungnya 
b) Wisata bahari, Wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang dilakukan 
untuk menciptakan kesenangan, tantangan, pengalaman baru, kesehatan 
yang hanya dapat dilakukan di wilayah perairan. 
c) Wisata alam, adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang meanfaatkan 
potensi alam untuk menikmati keindahan alam bk yang masih alami tu 
sudah ada usaha budidaya. 
b. Pengelolaan Pariwisata 
Arti dari kata pengelolaan oleh beberapa orang sering disamakan dengan arti 
manajemen, dimana tujuan dari manajemen dan pengelolaan adalah sama yaitu 
tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses 
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun 
teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu 
organisasi (Murniati, dalam http://carapedia.com). Pengertian lain tentang pengelolaan 
adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha 
yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara 
efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya 
(Harsoyo, 1977 dalam http://id.shvoong.com). Dari kedua pendapat ahli tersebut lebih 
dikuatkan lagi dengan pengertian pengelolaan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang 
berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardoyo, 1980 dalam 
http://id.shvoong.com). 
Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk 
menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Dutton dan 
Hall (dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata) pengelolaan berkelanjutan 
adalah pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, 
tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa 
mendatang. Pada kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor 
sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interkasi antara kelompok 
masyarakat dan lingkungan fisiknya. 
Obyek dan daya tarik wisata umunya terdiri atas hayati dan non hayati, dimana 
masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya 
pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber 
daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Dalam 
menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajeman perlu 
diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil 
guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan 
alamnya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Pengelolaan dan 
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal yaitu: 
1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain 
bagi wisatawan 
2. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana 
yang ada. 
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan 
serta dalam kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam 
bersangkutan. 
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah 
terhadap obyek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 
5. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah 
terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 
 
 
 
2.2. Kerangka Konsep 
Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah 
menerapkan suatu kebijakan yang benar-benar dapat dilaksanakan dengan 
memperhatikan potensi sumber daya daerah, memberikan pelayanan prima, melakukan 
pembangunan yang berkisanambungan, melakukan pemberdayaan masyarakat dan 
menyusun regulasi. Undang undang nomor  23 tahun 2014 tentang pemerintahan 
daerah yang di sertai dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia no 2 tahun 2014, guna peningkatan pengembangan pariwisata 
dalam rangka  meningkatkan pendapatan asli daerah dalam suatu skop pemerintahan 
daerah dalam jangka waktu tertentu. 
Di bawah koordinasi Bupati Mamasa, Bappeda selaku badan perencanaan 
pembangunan daerah harus mendudukan bersama-sama antara institusi untuk 
membahas program kedepan agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam pengelolaan 
pariwisata di Kabupaten Mamasa. Adapun lembaga instansi yang berperan penting 
dalam pengelolaan Pariwisata di antaranya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Dinas Koperasi UMKM perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan. Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan pariwisata Kabupaten Mamasa. 
 
Gambar 1. Skema Kerangka Konsep Penelitian 
 
 
Peraturan Gubernur  
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 tahun 
2008 Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai 
Destinasi Pariwisata Unggulan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
Koordinasi antar Institusi : 
 
1. Dinas Pariwisata dengan 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
 
2. Dinas Pariwisata dengan 
Dinas Koperasi UMKM 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Pengelolaan 
pariwisata 
diantaranya : 
 
1. Destinasi dan 
Infrastruktur 
2. Promosi 
Lokasi dilaksanakan di Kabupaten Mamasa pada instansi-instansi yang terkait 
dalam pengelolaan pariwisata pada (1). Kantor Bupati Mamasa, (2).Kantor Dinas 
Pariwisata Ekonomi Kreatif, (3).Kantor Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan 
Perdagangan, (4).Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. (5).Objek Pariwisata 
di Kabupaten Mamasa. 
3.2. Jenis Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
penelitian yang betujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan 
menjelaskan strategi hubungan koordinasi antara institusi dalam pengelolaan pariwisata 
di Kabupaten Mamasa. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana 
data yang terkumpul berupa hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan 
data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data 
sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudag ada 
atau literature tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan  
pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara 
sistematis dan sengaja. 
b. Interview atau Wawancara,  yaitu teknik pengumpulan data dengan 
melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan 
menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan 
tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan 
akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
c. Studi pustaka yaitu bersumber hasil bacaan literatur atau buku- buku data 
terkait dengan topic penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan 
pencarian data melalui fasilitas internet. 
d. Dokumen dan Arsip Pada teknik ini akan dilakukan telaah  pustaka, 
dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa 
buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode 
    pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen 
dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu 
sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen 
yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-
visual,data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-
tulisan ilmiah. 
3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok pastisipan yang berperan 
sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat 
langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam  penelitian ini dipilih karena 
paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu, 
teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang 
mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang 
diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1. Wakil Bupati Mamasa, Bapak Drs. Bonggalangi’, MA 
2. Kasubag Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bapak Yohanis 
3. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Drs. H. M. 
Yusuf Kadir, MSi 
4. Kasubag Keuangan Pelapor BPK Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak 
Abraham Takke 
5. Pengunjung Objek Pariwisata Saudara Hariyanto  
 
 
3.5. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam proposal penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di 
lapangan  yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil 
wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan 
bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan 
kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam 
penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun 
kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang 
sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga 
terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
3.6. Definisi Konsep 
Definisi konsep bertujuan untuk mengarahkan penelitian dalam melakukan 
penelitian. Maka dari itu disusun defenisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian ini yakni ; 
1.   Pemerintah Daerah yang dimaksud yakni Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan, Dinas Koperasi dan ukm perindustrian dan perdagangan, dan Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
2.   Pengelolaan pariwisata yang dimaksud dapat berupa langkah-langkah seperti : 
a) Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan 
lain bagi wisatawan 
b) Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana 
dan prasarana yang ada. 
c) Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya 
untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan obyek dan daya 
tarik wisata alam bersangkutan. 
d) Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah 
terhadap obyek wisata dan daya tarik wisata alam yang   bersangkutan. 
e) Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah 
terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. 
3.        Koordinasi yang dimaksud adalah : 
a) Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan 
b) Evaluasi dan monitoring bersama. 
 
3.7. Analisis Data 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan 
dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk 
data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisa data dilakukan melalui tahapan 
identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan  
data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Penyajian 
data dalam bentuk tabel, skema, grafik, maupun dalam bentuk narasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian beserta hasil 
penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum 
Kabupaten Mamasa yang meliputi Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mamasa, 
Gambaran Umum  Kabupaten Mamasa, Letak giografis kabupaten mamasa, Gender, 
Iklim, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Kependudukan, Kesehatan, 
Konsumsi Dan Pengeluaran, Pemerintahan, Pendidikan, Politik Dan keamanan,Tenaga 
Kerja, Visi dan Misi Kabupaten Mamasa, Ekonomi Dan Perdagangan, Pertanian Dan 
Pertambangan. Selain itu, bab ini menguraikan koordinasi antara satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) dalam pengelolaan pariwisata dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi baik itu sifatnya menghambat maupun mendukung pengelolaan 
pariwisata di Kabupaten Mamasa. 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mamasa 
Memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri 
Dalam Negeri NIT (Negara Indonesia Timur) pada tanggal 17 Juli 1947 No. : BZ.2/1/17 
di Mamasa diadakan serangkaian rapat yang diikuti para Kepala Distrik (Parengnge') 
dan Tokoh-Tokoh Masyarakat se-Onderafdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu. 
Rapat ini menjajaki kemungkinan dibentuknya suatu New Swapraja untuk daerah 
tersebut. Dalam suatu rapat akbar di Mamasa pada tanggal 07 Juni 1948, setelah 
melalui perdebatan alot dan cukup lama yang dipimpin langsung Residen Celebes dari 
Makassar pada saat itu, maka ditetapkan nama Swapraja baru tersebut yaitu “Swapraja 
Kondosapata’ dengan ibukotanya di Mamasa”. 
Pada tahun 1953 NIT ternyata dibubarkan berdasarkan Undang-Undang yang 
ditetapkan pasa saat itu, Swapraja Kondosapata’ juga ikut bubar. Selanjutnya terbentuk 
Kewedanaan Mamasa yang periodenya berlangsung hingga tahun 1958. Pada masa 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 1959 Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa terbentuk. Seharusnya 
Kewedanaan Mamasa sudah menjadi Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa pada saat itu 
setara dengan Kewedanaan Mamuju, Kewedanaan Majene yang sudah menjadi 
Kabupten tersendiri, namun kenyataannya Kewedanaan Mamasa digabung dengan 
Kewedanaan Polewali menjadi Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa disingkat 
Kabupaten Polmas. Hal ini terjadi karena pada masa perubahan status Kewedanaan 
menjadi Kabupaten Daerah Tk. II pada tahun 1958, terjadi suatu masalah ke dalam 
antara Kewedanaan Polewali dan Kewedanaan Mamasa. Masalah ini memuncak pada 
tanggal 31 Agustus 1958, Kewedanaan Mamasa dikosongkan oleh petugas keamanan 
atas perintah atasannya di Polewali. Selain petugas keamanan yang meninggalkan 
Kewedanaan Mamasa, ikut pula pemerintahan sipil hijrah ke Polewali, sejak saat itulah 
hubungan Kewedanaan Mamasa dan Kewedanaan Polewali terputus total, baik 
lalulintas maupun pemerintahan, terlebih komunikasi. Pada saat disahkannya Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1959, hubungan ke Mamasa masih terputus dan 
Kewedanaan Mamasa tidak memiliki pengetahuan tentang terbentuknya Kabupaten 
Polewali Mamasa. Hubungan Polewali dan Mamasa baru mulai terbuka kembali pada 
tahun 1961 ketika itu Bupati Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa yang pertama 
memerintah yaitu Andi Hasan Mangga. 
Di tahun 1962, masyarakat ex Kewedanaan Mamasa kembali menuntut Daerah 
Tk. II Mamasa, namun banyak hambatan sehingga prosesnya agak lambat berjalan. 
Atas restu Bupati KDH Tk. II Polmas Abdullah Madjid, maka terbentuklah Panitia 
Penuntut Kabupaten Mamasa. Berdasarkan S.K. BKDH Tk. II Polmas Nomor: 
06/SK/BP/1966 Tertanggal: 17 Mei 1966 dibentuk Perwakilan Panitia Penuntut 
kabupaten Daerah Tk. II di Makassar dengan Ketua: Abd. Djabbar, B.A., kemudian 
Perwakilan di Jakarta di bawah pimpinan Urbanus Poly Bombong (Anggota DPR-GR di 
Jakarta mewakili Partai Kristen Indonesia dari Mamasa). 
Selanjutnya berdasarkan Surat Mandat Panitia Nomor: 08/M/BP/66 Tertanggal 
09 Juli 1966 yang disetujui Bupati KDH Tk.II Polmas, Kapten Infantri Abdullah Madjid, 
ditetapkan nama-nama delegasi yang akan berangkat di tingkat pusat dalam rangka 
realisasi pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa, sebagai berikut: 
1. D. Tandipuang sebagai Ketua Delegasi 
2. D. Pualillin sebagai Wakil Ketua Delegasi 
3. J. Thumo’ sebagai Anggota Delegasi 
4. M. Lullulangi, B.A. sebagai Anggota Delegasi 
5. Abd. Djabbar, B.A., sebagai Anggota Delegasi 
6. F. Polopadang sebagai Anggota Delegasi 
Sebagai realisasi di tingkat pusat, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam 
Negeri Basuki Rahmat, menjanjikan sebagai berikut: 
1. Pemerintah Pusat tetap memperhatikan tuntutan masyarakat Mamasa untuk 
membentuk daerah otonom Tk. II Mamasa dengan ibukotanya di Mamasa, sambil 
menunggu ketentua lebih lanjut. 
2. Supaya BKDH Tk. II Polmas membentuk perwakilan BKDH Polmas di Mamasa untuk 
persiapan pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa. Berdasarkan petunjuk 
Menteri Dalam Negeri R.I., maka terbentuklah Perwakilan BKDH Polmas di Mamasa 
dengan susunan personalianya sebagai berikut: 
 Tamajoe, Bupati Muda sebagai Kepala Perwakilan, 
 S. Matasak, Penata Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan, 
 A. Paipinan, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan. Selanjutnya 
berdasarkan SK BKDH Tk. II Polmas Nomor: 71/PD/1968 Tertanggal : 18 Juli 
1968, personalia Perwakilan mengalami perubahan sebagai berikut: 
 S. Matasak, Penata tatapraja sebagai Ketua Perwakilan, 
 Y. Depparinding, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan, 
 B. Mangoli’, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan, 
 Y. Puatipanna, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan. 
Perwakilan BKDH Tk. II Polmas berlangsung hingga tahun 1971 dengan mengalami 
dua kali perubahan/pergantian personalia. Akhirnya dari tahun ke tahun tidak ada 
realisasi, kemudian vakum tanpa dibubarkan. 
Perjuangan yang sama muncul di tahun 1987, melalui surat Panitia Penuntut 
Daerah Tk. II Mamasa Nomor. 08/Pn/II/88 Tertanggal 19 April 1988 ditujukan kepada 
Menteri Dalam Negeri R.I., Ketua DPR R.I., Gubernur KDH. Tk. I Sulsel, Ketua DPRD 
Tk. I Sulsel, Bupati KDH Polmas, Ketua DPRD Tk. II Polmas, tembusannya kepada 
para Menteri Kabinet R.I. terkait lainnya, namun realisasinya tidak ada. 
Melalui perjalanan panjang dan berliku-liku, nampaknya masa reformasi 
Republik Indonesia membawa angin baik bagi ex. Kewedanaan Mamasa. Maka pada 
awal tahun 1999 mulai menghangat kembali tuntutan Kabupaten Mamasa dan 
realisasinya tertanggal 11 Maret 2002 di mana Kabupaten Mamasa terbentuk 
bersamaan dengan peningkatan status Administrasi Palopo menjadi Kota Palopo 
berdasarkan Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta 
tanggal 07 April 2002 ketika Megawati Soekarno Putri sebgai Presiden Republik 
Indonesia menandatangani Undang-Undang tersebut, bersamaan pula dengan 20 
Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia secara serempak dalam perjuangan yang 
sama. 
4.1.2. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi 
Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten yang baru terbentuk sebagai daerah 
otonom pada tahun 2002 dari hasil pemekaran Kabupaten Polewali-Mamasa (Polmas) 
berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002. Secara astronomis wilayah 
Kabupaten Mamasa terletak pada posisi 2o39"216"" – 3o19"288"" Lintang Selatan dan 
119o0"216" – 119o38"144"Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Mamasa 
dengan Kabupaten lainnya adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  :Kabupaten Mamuju; 
Sebelah Barat  :Kabupaten Majene; 
Sebelah Selatan :Kabupaten Polewali Mandar; 
Sebelah Timur  :Kabupaten Tana Toraja & Kabupaten Pinrang                                  
Provinsi Sulawesi Selatan 
Secara administratif wilayah Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 Kecamatan dan 
181 desa serta 13 kelurahan  dengan total luas wilayah 3005,88 km2. 
Berdasarkan daftar luas wilayah menurut Kecamatan yang disajikan pada tabel 
1, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan yang terluas di Kabupaten Mamasa adalah 
Kecamatan Tabulahan dengan luas wilayah 513,95 km2 dengan persentase 17,10 
persen, dan wilayah tersempit yaitu terletak pada kecamatan Rantebulahan Timur 
dengan luas wilayah 31,87 km2 (1,06 %). Sedangkan Kecamatan Mamasa yang 
merupakan Ibu Kota Kabupaten Mamasa menempati posisi keempat  terluas dengan 
luas wilayah 250,07 km2. 
Selanjutnya, pada table 2 disajikan jarak tiap Kecamatan dari Ibukota 
Kabupaten. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Pana 
merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 95 km, dan Kecamatan 
yang terdekat dari Ibukota Kabupaten adalah kecamatan Tawalian yang berjarak 3 km. 
 
 
 
Tabel 1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Mamasa Tahun 2016 
Sumber: Data 
Badan Pusat 
Statistik 
 
Tabel 2.  Jarak Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di 
Kabupaten Mamasa 
Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak (Km) 
No Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase 
1 Sumarorong 254,00 8,45 
2 Messawa 150,88 5,02 
3 Pana 181,27 6,03 
4 Nosu 113,33 3,77 
5 Tabang 304,51 10,13 
6 Mamasa 250,07 8,32 
7 Tanduk Kalua 120,85 4,02 
8 Balla 59,53 1,98 
9 Sesenapadang 152,70 5,08 
10 Tawalian 45,99 1,53 
11 Mambi 142,66 4,75 
12 Bambang 136,17 4,53 
13 Rantebulahan Timur 31,87 1,06 
14 Mehalaan 162,43 5,40 
15 Aralle 173,96 5,79 
16 Buntu Malangka 211,71 7,04 
17 Tabulahan 513,95 17,10 
Jumlah 3005,88 100,00 
Sumarorong Sumarorong 38 
Messawa Messawa 58 
P a n a P a n a 95 
N o s u N o s u 67 
Tabang Tabang 36 
Mamasa Mamasa 0 
Tanduk Kalua Minake 19 
B a l l a Balla Satanetean 14 
Sesenapadang O r o b u a 8 
Tawalian Tawalian 3 
M a m b i M a m b i 44 
B a m b a n g G a l u n g 32 
Rantebulahan Timur Salumokanan 56 
Mehalaan Mehalaan 45 
A r a l l e A r a l l e 55 
Buntu Malangka Buntu Malangka 69 
Tabulahan Lakahang 87 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa 
 
Pembagian wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa 
direpresentasikan dalam gambar berikut. 
Gambar 1. 
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4.1.3. 
Topografi 
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Mamasa bervariasi mulai dari dataran rendah, berbukit hingga bergunung-gunung 
dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal. Bagian wilayah dengan kemiringan di 
atas 40% menempati luasan terbesar yaitu 238.670 Ha (78,74%) dan terdapat pada 
hampir semua kecamatan. Bagian wilayah yang memiliki tingkat kemiringan 0–8% 
menempati areal yang terkecil yaitu hanya sekitar 2.410 Ha atau 2,41% dari total luas 
wilayah Kabupaten Mamasa. Posisi dan Tinggi wilayah Kabupaten Mamasa per 
kecamatan disajikan pada tabel 5. 
Tabel 3. Posisi dan Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Mamasa 
Kecamatan Bujur Lintang Tinggi DPL(m) 
(1) (2) (3) (4) 
Sumarorong 119°20’ 3°10’ 325 – 2.100 
Messawa 119°20’ 3°15’ 300 – 1.750 
Pana 119°35’ 3°05’ 325 – 2.325 
Nosu 119°30’ 3°10’ 1.437 – 2.450 
Tabang 119°30’ 2°50’ 700 – 2.750 
Mamasa 119°25’ 2°50’ 1.025 – 3.000 
Tanduk Kalua 119°15’ 3°00’ 1.050 – 2.000 
Balla 119°15’ 2°55’ 1.100 – 1.875 
Sesenapadang 119°20’ 3°00’ 1.300 – 2.600 
Tawalian 119°25’ 2°55’ 1.200 – 2.275 
Mambi 119°10’ 3°00’ 175 – 1.550 
Bambang 119°15’ 2°55’ 950 – 1.475 
Rantebulahan Timur 119°10’ 3°00’ 850 – 2.725 
Mehalaan *) *) 650 – 655 
Aralle 119°10’ 2°50’ 500 – 2.350 
Buntu Malangka *) *) 650 – 950 
Tabulahan 119°10’ 2°45’ 100 – 2.950 
Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa 
Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa topografi Kabupaten Mamasa lebih 
didominasi oleh dataran tinggi. Dengan kekhasan wilayah dataran tinggi tersebut, maka 
potensi yang diunggulkan di Kabupaten Mamasa diantaranya adalah kehutanan, 
pertanian, perkebunan, pertambangan,  perikanan air tawar, dan kepariwisataan. 
4.1.4. Klimatologi 
a) Musim 
  Seperti halnya daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Mamasa juga terdapat dua 
musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pola musim tersebut dipengaruhi oleh musim 
barat dan timur yang lamanya enam bulan sekali setelah mengalami masa peralihan. 
b) Temperatur, Kelembaban dan Suhu Udara 
  Kondisi udara di Kabupaten Mamasa masih alami, bersih dan terhindar dari 
polusi udara. Hal ini disebabkan karena secara ekologi, wilayah Mamasa masih 
mempunyai wilayah hutan yang berfungsi untuk meredam dan menyerap udara kotor 
yang masuk ke udara. Di samping itu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan 
pembuangan polusi ke udara belum signifikan dapat memperburuk kondisi udara, 
karena luas wilayah berhutan tetap lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang 
dimanfaatkan. Suhu udara bervariasi menurut ketinggian tempat dan jaraknya dari 
pantai. Kelembaban udara relatif tinggi berkisar antara 60-90% dan Temperatur suhu 
rata-rata 16-30 derajat celsius. Kondisi tersebut sangat kondusif untuk dijadikan 
destinasi Pariwisata. 
c) Curah Hujan 
  Curah hujan di Kabupaten Mamasa relatif tidak merata. Curah hujan yang relatif 
tinggi terdapat pada musim hujan yaitu pada bulan September hingga Desember dan 
relatif rendah pada musim kemarau yang berlangsung pada bulan Januari hingga 
Agustus. Keadaan curah hujan dipantau dari beberapa stasiun pengamatan seperti 
pada stasiun geofisika kelas II, Dinas Pertanian, Balai Penelitian. Curah hujan rata-rata 
pertahun  2000  mm/tahun. Bahkan pada stasiun Rantekarua menunjukkan jumlah 
curah hujan diatas 4000 mm/tahun. Pada tahun 2015, curah hujan tertinggi terjadi pada 
bulan Desember dan terendah pada bulan Juli. 
4.1.5. Hidrologi 
Keadaan topografi serta ditunjang oleh iklim tropis yang basah mengakibatkan 
Kabupaten Mamasa menjadi sumber dari beberapa aliran sungai, diantaranya: 
1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa yang mengalir ke wilayah Bakaru Kabupaten 
Pinrang; 
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Masuppu yang mengalir ke wilayah Kabupaten Pinrang 
dan Kabupaten Sidrap; 
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mapilli yang mengalir ke wilayah Kabupaten Polman; 
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamuju yang mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju; 
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bonehau yang mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju. 
4.1.6. Jumlah dan Kepadatan Kependudukan 
Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat 
oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus 
menerus. Penduduk Kabupaten Mamasa berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 
yang disajikan dalam tabel 6  sebanyak 151.825 jiwa yang terdiri atas 76.695 jiwa 
penduduk laki-laki dan 75.130 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten 
Mamasa meningkat sekitar 11.743 jiwa dari tahun 2014, dengan laju pertumbuhan 
penduduk sebesar 1,35 persen. Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan 
jumlah penduduk terbesar, yaitu 24.766 jiwa (16,31%). Sedangkan kecamatan yang 
memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Mehalaan sebesar 4.233 jiwa 
(2,78%). 
  
Tabel 
4. 
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 
Kecamatan Kabupaten Mamasa 2010, 2014, dan 2015 
Kecamatan 
Jumlah Penduduk (ribu) 
Laju Pertumbuhan 
Penduduk per 
Tahun (%) 
2010 2014 2015 2010-2015 
2014-
2015 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Sumarorong 9.580 10.234 10.425 8,82 1,87 
2. Messawa 7.090 7.378 7.381 4,1 0,04 
3. P a n a 8.552 8.956 8.964 4,82 0,09 
4. N o s u 4.276 4.535 4.552 6,45 0,37 
5. Tabang 5.890 6.214 6.225 5,69 0,18 
6. Mamasa 22.541 24.184 24.766 9,87 2,41 
7. Tanduk Kalua 9.984 10.895 11.145 11,63 2,29 
8. B a l l a 6.017 6.448 6.494 7,93 0,71 
9. Sesenapadang 7.709 8.090 8.108 5,18 0,22 
10. Tawalian 6.210 7.224 7.397 19,11 2,39 
11. M a m b I 9.295 9.875 10.004 7,63 1,31 
12. Bambang 10.312 10.927 11.011 6,78 0,77 
13. 
Rantebulahan 
Timur 
5.682 6.147 6.277 10,47 2,11 
14. Mehalaan 3.857 4.166 4.233 9,75 1,61 
15. A r a l l e 6.584 6.930 6.948 5,53 0,26 
16. Buntu Malangka 6.691 7.187 7.317 9,36 1,81 
17. Tabulahan 9.812 10.419 10.578 7,81 1,53 
Mamasa 140.082 149.809 151.825 8,38 1,35 
Sumber : Publikasi Kabupaten Mamasa Dalam Angka 
 
 
Berdasarkan tabel 5, dapat pula diketahui bahwa Pada tahun 2015 jumlah 
penduduk laki-laki di Kabupaten Mamasa 1,03 persen lebih banyak dari pada penduduk 
perempuan. Dengan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 102 yang berarti 
bahwa diantara 100 orang perempuan terdapat 102 laki-laki. 
Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2015 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa 
Rendah atau tingginya tingkat kepadatan penduduk tergantung luas wilayah dan 
kondisi topografi wilayah.Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa tahun 2015 
No Kecamatan Jenis Kelamin Total Rasio Jenis 
Kelamin Laki-laki Perempuan 
1 Sumarorong 5 234 5 191 10 425 101 
2 Messawa 3 816 3 565 7 381 107 
3 P a n a 4 597 4 367 8 964 105 
4 N o s u 2 383 2 169 4 552 110 
5 Tabang 3 229 2 996 6 225 108 
6 Mamasa 12 281 12 485 24 766 98 
7 Tanduk Kalua 5 573 5 572 11 145 100 
8 B a l l a 3 327 3 167 6 494 105 
9 Sesenapadang 4 037 4 071 8 108 99 
10 Tawalian 3 695 3 702 7 397 100 
11 Mambi 5 051 4 953 10 004 102 
12 Bambang 5 514 5 497 11 011 100 
13 Rantebulahan Timur 3 235 3 042 6 277 106 
14 Mehalaan 2 208 2 025 4 233 109 
15 A r a l l e 3 462 3 486 6 948 99 
16 Buntu Malangka 3 771 3 546 7 317 106 
17 Tabulahan 5 282 5 296 10 578 100 
Mamasa 76 695 75 130 151 825 102 
mencapai 51 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan 
kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Rantebulahan Timur dengan 
kepadatan sebesar 197 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tabang sebesar 20 
jiwa/Km2. 
Tabel 6. Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2015 
No. Kecamatan Persentase 
Penduduk 
Kepadatan Penduduk per km2 
1 Sumarorong 6,87 41 
2 Messawa 4,86 49 
3 P a n a 5,90 49 
4 N o s u 3,00 40 
5 Tabang 4,10 20 
6 Mamasa 16,31 99 
7 Tanduk Kalua 7,34 92 
8 B a l l a 4,28 109 
9 Sesenapadang 5,34 53 
10 Tawalian 4,87 161 
11 M a m b i 6,59 70 
12 Bambang 7,25 81 
13 Rantebulahan Timur 4,13 197 
14 Mehalaan 2,79 26 
15 A r a l l e 4,58 40 
16 Buntu Malangka 4,82 35 
17 Tabulahan 6,97 21 
Mamasa 100,00 51 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa 
4.1.7. Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja 
jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Di Kabupaten Mamasa ada 
sebanyak 75.270 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 
2015, yang terdiri dari 40.816 laki-laki dan 34.454 perempuan. Untuk lebih jelasnya 
berikut disajikan dalam tabel 9. 
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten 
Mamasa tahun 2015 
Kegiatan utama Jenis Kelamin Total 
Laki-laki Perempuan 
Angkatan Kerja 41 669 35 076 76 745 
Bekerja 40 816 34 454 75 270 
Pengangguran 853 622 1 475 
Bukan Angkatan Kerja 9 169 15 518 24 687 
Sekolah 5 646 4 912 10 558 
Mengurus Rumah Tangga 1 129 8 933 10 062 
Lainnya 2 394 1 673 4 067 
Jumlah 50 838 50 594 101 432 
Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja 
81,96 69,33 75,66 
Tingkat Pengangguran 2,05 1,77 1,92 
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 
Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan 
usaha sector pertanian, perkebunan, perburuan, dan perikanan, yang menyerap tenaga 
kerja sebanyak 60.930 jiwa, atau sebanyak 81%. Data tersebut diihat dalam tabel 10 
mengenai jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu 
yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Mamasa 
tahun 2015. 
Tabel 10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu 
yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa 
tahun 2015 
Lapangan 
Pekerjaan Utama 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1 33 669 27 261 60 930 
2 215 243 458 
3 841 1 953 2 794 
4 3 619 4 803 8 422 
5 2 472 194 2 666 
Jumlah 40 816 34 454 75 270 
Keterangan : 
(1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (2). Industri Pengolahan (3) Perdagangan 
Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel (4) Jasa Kemasyarakatan (5) Lainnya (Pertambangan 
dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, 
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan) 
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 
 
 
4.1.8. Sosial Budaya 
Penduduk masyarakat kabupaten Mamasa memiliki rasa nasionalis dan 
kebersamaan yang tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan membuat suatu 
perkumpulan/ organisasi dalam usaha menjadikan kabupaten Mamasa sebagai daerah 
Otonom pada tahun 2004. Selain itu masyarakat Kabupaten Mamasa terbuka terhadap 
orang-orang pendatang, masyarakat masih kental dengan gotong rotong, tolong 
menolong dan kebersamaan, hal ini terbukti dalam segala aktifitas yang dilakukan 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menolong mereka tidak melihat suku, ras dan 
agama karena mereka menganggap semuanya adalah saudara, terbukti dengan 
beraneka ragam suku, bangsa dan agama yang tinggal di Kabupaten Mamasa. Dari 
segi budaya masyarakat Mamasa masih memegang adat nenek moyangnya, tetapi 
mereka tidak menutup terhadap adat kebiasaan suku-suku yang lain. 
a. Perkembangan Sosial Budaya 
Dalam kelompok masyarakat terdapat suatu pola interaksi yang membentuk 
suatu kepribadian dan budaya dari lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam buku 
berjudul “Keunikan Budaya” yang diliris Drs.Arianus Mandadung tahun 2005 
menyatakan bahwa masyarakat Mamasa berdasarkan penyampaian lisan dari generasi 
kegenerasi bahwa asal usul nenek moyang di kabupaten Mamasa dan sekitarnya, 
merupakan perpaduan antara penghuni bumi dari sebelah Utara Kabupaten Mamasa 
dan penghuni laut dari sebelah Barat Mamasa sehingga muncullah istilah Pitu Uluanna 
Salu dan Pitu Ba’bana Minanga yang berarti ada dua wilayah kekuasaan para hadat 
yang tidak dapat dipisahkan. Pada awalnya Kabupaten Mamasa tertutup dari pengaruh 
yang berasal dari luar lingkungannya. Dalam kurun waktu yang cukup lama akhirnya 
Masyarakat Kabupaten Mamasa dapat menerima budaya yang berasal dari luar wilayah 
serta karena pengaruh era globalisasi. Keterbukaan masyarakat Kabupaten Mamasa 
terhadap budaya luar dapat memperkaya budaya dan akan menunjang dalam kegiatan 
perencanaan pembangunan wilayah khususnya sektor Pariwisata. 
b.   Adat, Budaya dan Warisan Budaya 
      Adat istiadat di Kabupaten Mamasa khususnya komunitas yang tinggal di 
Kampung - kampung masih bersifat mengikat. Namun dengan adanya perubahan 
dinamika lingkungan yang terjadi seperti meningkatnya akses dalam memperoleh 
informasi, serta komunikasi  maka nampaknya mulai terjadi interaksi sosial sehingga 
adat istiadat yang tadinya mengikat berangsur mengarah kepada adat-istiadat yang 
bersifat transisi. 
Di Kabupaten Mamasa terdapat beberapa suku lain, yaitu suku Toraja, suku 
Bugis, suku Jawa, dan Mandar. Kehidupan adat budaya masyarakat Mamasa yang 
masih sangat dipegang teguh adalah kasta atau garis keturunan, pada tataran 
keturunan bangsawan dapat ditandai pada saat dilakukan upacara kematian secara 
adat (Pa’tomatean). Namun kedudukan adat ini masih dibagi kedalam beberapa 
tingkatan sesuai kemampuan ekonomi dan status siosial dalam masyarakat. 
 
c.  Adat dan Pola Kepemilikan Lahan 
 Kondisi adat istiadat di Kabupaten Mamasa masih sangat kental, kebiasaan – 
kebiasaan pada masa lampu masih banyak yang dipertahankan seperti corak rumah 
adat, bahasa sehari-hari masih didominasi bahasa daerah, pada sebagian masyarakat 
masih menanamkan perilaku yang bertentangan dengan adat (Pemali). Hal ini juga 
dapat digambarkan terhadap kepemilikian lahan dimana masih banyak lahan yang 
dikuasi secara adat atau rumpun keluarga besar. Keadaan ini terdapat dan tersebar 
diseluruh wilayah kecamatan. 
d.  Pola Kekerabatan 
Masyarakat Kabupaten Mamasa yang terdiri dari beberapa suku memiliki pola 
kekerabatan yang kental, sikap hormat menghormati, tolong menolong serta tenggang 
rasa yang masih tinggi, dalam masyarakat Mamasa terdapat ungkapan “Mesa Kada 
Dipatuo Pantan Kada Dipomate” Ungkapan ini mengandung makna yang cukup dalam 
betapa pentingnya akan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari hari. 
Meskipun pola kekerabatan yang kental tidak membuat masyarakat Kabupaten 
Mamasa tertutup terhadap pendatang, justru masyarakatnya memiliki sifat yang ramah 
dan tolong menolong terhadap pendatang. 
e.  Pola Permukiman Penduduk 
Kondisi permukiman penduduk di kabupaten Mamasa  pada umumnya mengikuti 
pola mengelompok, disamping ada juga yang mengikuti pola linier mengikuti pola 
jaringan jalan. Lokasi kawasan permukiman di kabupaten Mamasa pada umumnya 
terkonsentrasi di pusat pemerintahan, perdagangan dan fasilitas sosial lainnya mulai 
pada tingkat pemerintahan desa sampai Kabupaten. Hal ini disebabkan karena kondisi 
wilayah secara fisik merupakan dataran tinggi dengan kemiringan > 40%. Kawasan 
permukiman di kabupaten Mamasa dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori jenis 
permukiman, yaitu : 
 Permukiman perkotaan. 
Pola permukiman pada kawasan ini adalah pola mengelompok yang pada 
umumnya mengikuti kemiringan lahan yang mengarah ke jaringan jalan. Tingkat 
kepadatan permukiman pada kawasan perkotaan adalah tinggi, dimana batas antar 
rumah sangat dekat dan sangat jarang sekali ada ruang terbuka 
 Permukiman perdesaan. 
Pola permukiman kawasan perdesaan adalah pola menyebar. Pada permukiman 
perdesaan ini sangat berbeda dengan permukiman perkotaan, dimana pada 
permukiman perdesaan pada umumnya pada daerah yang relatif datar dengan tingkat 
kepadatan bangunan rendah. Disamping itu ada peruntukan ruang terbuka yang 
digunakan untuk menanam apotik hidup yang berupa sayur-sayuran. 
4.2. Visi Misi Kabupaten Mamasa 
4.2.1.  Visi 
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil 
kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). 
Visi pembangunan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2014-2018 mengacu pada visi 
yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah 
tahun 2013 yaitu; 
“Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dalam Kehidupan Yang 
Berkeadilan, Demokratis Dan Sejahtera” 
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Mamasa selama 
tahun 2014-2018 dengan memuat beberapa pikiran pokok sebagai berikut : 
Pertama : Kemandirian adalah cita-cita otonomi daerah karena merupakan pilar 
kemandirian bangsa, gambaran kesejahteraan, dan eksistensi daerah serta merupakan 
prasyarat keberhasilan pemerintahan di daerah. 
Kedua  : Keadilan adalah dambaan setiap insan selaku tata cara mewujudkan 
harmoni hidup bahkan merupakan harkat dan martabat kemanusiaan. 
Ketiga  : Demokratisasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat adalah 
jaminan kebebasan tanggungjawab dan partisipasi aktif dalam segala bidang 
kehidupan. 
Keempat  : Kesejahteraan merupakan tujuan hidup masyarakat sebagaimana cita-
cita bersama yang dapat terwujud dalam kerangka keseimbangan yang menjunjung 
tinggi kebersamaan. 
Kelima  : Mewujudkan Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat mutlak guna 
menjamin terselenggaranya pelayanan masyarakat secara optimal. 
4.2.2.  Misi 
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pembangunan jangka 
menengah daerah yang ditetapkan Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut : 
 
 
1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan 
Pembangunan Berkelanjutan 
Misi mewujudkan kemandirian ekonomi selaras dengan salah satu pokok visi 
yaitu “Mandiri.” Kemandirian ekonomi berarti kemandirian pemerintah daerah dan 
masyarakat dalam sektor perekonomian. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung 
pengertian bahwa kemandirian ekonomi pemerintah daerah didukung oleh tangguhnya 
ekonomi masyarakat, yang dapat dilakukan melalui peningkatan dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk 
menggali potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi strategis dalam 
pengelolaan Sumber Daya Alam secara adil dan berkelanjutan. Dengan  berbasis 
ekonomi kerakyatan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai atau 
meningkat. Sedangkan prinsip dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya 
untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan pemanfaatan Sumber Daya 
Alam yang tersedia tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. 
Misi pertama ini sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2014-2018) yang terdapat 
dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus berkembangnya UMKM dan 
Koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi 
masyarakat. Misi pertama ini mencita-citakan terwujudnya pemerintahan dan 
masyarakat yang mandiri, berdikari dan tidak bergantung pada pemerintah atau pihak 
lain. 
2. Menumbuhkembangkan Iklim Investasi yang Kondusif 
Misi menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif sejalan dengan skala 
prioritas RPJMD ke-3 (2013-2018) yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) 
yaitu kondisi terus meningkatnya investasi-penanaman modal di berbagai sektor baik 
yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Perekonomian daerah akan mantap 
jika didukung oleh iklim investasi yang kondusif yang dapat memberikan daya tarik bagi 
investor baik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Sehingga, 
dengan tumbuhnya iklim usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian daerah. 
3. Menyelenggarakan/Menyediakan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang 
Terjangkau, Merata dan Berkualitas 
Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi 
tanggungjawab pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan 
adalah yang berkeadilan dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak 
yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan 
berkualitas. Misi ketiga ini sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2014-2018) 
yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus meningkatnya 
kualitas SDM, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Salah satu faktor penentu kemajuan suatu daerah adalah kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan tingkat kesehatan. Misi ketiga ini mencita-citakan meningkatnya 
kualitas SDM Mamasa dan terjaganya kesehatan masyarakat. 
4. Membangun Infrastruktur yang Memadai dan Mendukung Kegiatan 
Perekonomian 
Upaya pemenuhan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat 
serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung 
oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang 
memadai merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. 
Pembangunan infrastruktur yang memadai di segala bidang pada akhirnya akan 
meningkatkan daya saing daerah. 
5. Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan Wisata (Tourism Destination) 
Misi ini mencita-citakan Kabupaten Mamasa pada tahun 2018 menjadi salah satu 
daerah tujuan wisata yang paling diminati baik wisatawan domestik maupun 
mancanegara. Dengan misi ini diharapkan Kabupaten Mamasa akan memiliki obyek 
wisata unggulan, serta obyek wisata tradisional/potensial lainnya yang tertata, sehingga 
akan memberikan  kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing 
daerah. 
6. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima melalui Penerapan Good 
Governance dan Clean Government 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan oleh instansi, 
lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada publik atau masyarakat 
sebagai pelanggan, dengan memperhatikan aturan atau prosedur yang ditetapkan serta 
dengan memenuhi standar minimal layanannya, guna menciptakan kepuasan dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Misi menyelenggarakan pelayanan publik yang 
prima merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan 
masyarakat diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip good 
governance dan clean government diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan 
kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. 
4.3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa 
Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah 
Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah 
Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Tugas 
dan fungsi utama dinas daerah yang memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa 
batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan 
pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu, 1997).  Dinas Pariwisata sebagai 
salah satu dinas daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian 
dari dinas daerah dan bertugas sebagai unsur pelaksanaan daerah dalam menjalankan 
roda pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata. 
4.3.1.Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa 
Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kepariwisataan 
Kabupaten Mamasa maka, ditetapkan  visi yaitu: 
“Menjadikan Mamasa Sebagai Daerah Tujuan Pariwisata Unggulan di 
Provinsi Sulawesi Barat ” 
Dengan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa sebagai berikut: 
1. Menjadikan Mambulilling sebagai Brinding Image Pariwisata Mamasa yang 
merupakan kawasan strategis untuk menyaksikan sunrise, sunset dan city view 
melalui Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Wisata di Kawasan 
Gunung Mambulilling; 
2. Membangun kerjasama masyarakat dan SKPD terkait untuk mengembalikan Citra 
Mamasa dengan julukan “Kota Kembang” yang sudah dikenal sejak zaman 
penjajahan Belanda baik di Indonesia maupun di luar negeri utamanya di Negara-
negara Eropa; 
3. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai Seni, Budaya dan kearifan lokal sebagai 
warisan nenek moyang dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan baik 
domestik maupun mancanegara dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah; 
4. Mensosialisasikan Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Rapi, Indah, Sejuk dan 
Kenagan) menuju masyarakat Sadar Wisata 
5. Mendorong pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif sebagai Industri Pariwisata 
melalui Pembinaan Industri2 Kerajinan, serta mengundang investor untuk 
berinvestasi di bidang pariwisata; 
6. Mewujudkan kerjasama lintas sektoral dengan SKPD terkait dan stake holder 
dibidang kepariwisataan; 
7. Meningkatkan Promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan Festifal Seni 
Budaya Daerah melaui tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional; dan 
8. Meningkatkan Kulitas SDM Aparatur dan Pelaku-pelaku pariwisata dengan 
mengikuti Pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar daerah; 
4.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut : 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
urusan Daerah di bidang kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas 
pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
mempunyai fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata 
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 
kebudayaan dan pariwisata 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang 
meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata. 
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas 
5. Pelaksanaan tugas  lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinnya. 
4.3.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas lingkup Dinas Pariwisata 
Kabupaten Mamasa 
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa terdiri dari; 
a. Kepala Dinas 
Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok 
merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasi, membina, menyelenggarakan dan 
mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas 
Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata 
b. Penyusunan rencana strategis Bidang dan Pariwisata 
c. Pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan 
           pengandilan tugas Bidang Pariwisata 
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dan umum            di 
Bidang Pariwisata 
(2) Rincian Tugas Kepala Dinas Pariwisata sebagai berikut : 
a. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang 
Pariwisata 
b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan rencana strategis dan 
program kerja 
c. Membina dan menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai 
kriteria sistem pemberian penghargaan / anugrah bagi lembaga instansi yang 
berjasa dibidang Kebudayaan skala Kabupaten dan perlindungan HKI dibidang 
Kebudayaan 
d. Membina, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemasaran dan promosi 
di dalam dan di luar Negeri melalui pameran, pergelaran, mood show, media 
massa dan Teknologi Informasi 
e. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Pemasaran 
Pariwisata penetapan Pariwisata Nasional dan penerapan Pariwisata Daerah 
f. Membina dan menyelenggarakan perizinan usaha pembuatan Film skala 
Kabupaten izin pengedaran, izin penjualan dan penyewaan film, VCD,  DVD, izin 
petunjuk Film keliling, izin penanyangan Film melalui media eletronik dan tempat 
hiburan 
g. Menetapkan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festifal, pameran dan lomba 
tingkat Kabupaten 
h. Membina dan menyelenggarakan penerbitan rekomendasi pengendalian 
pembangunan Hotel, Restoran, Kafe, Rumah Makan dan penginapan 
i. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi 
Kerja serta mengembangkan karir 
j. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 
serta melaporkan hasilnya kepada Bupati 
k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
 
 
b. Sekretariat 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Kesekertariatan 
meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Serta pemberian 
pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Dinas 
(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebaimana dimaksud, sekretariat mempunyai 
fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian serta 
keuangan dan perencanaan 
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian serta 
keuangan dan perencanaan 
c. Pemberian dukungan atas penyelengaraan pelayanan Administrasi dan 
fungsional kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas 
(2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut 
a. Mengkoordinasikan, menggerakan dan mengendalikan serta menetapkan 
kebijakan bidang umum dan kepegawaian srta keuangan dan 
perencanaan. 
b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja tahunan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan Kepegawaian; 
d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas keuangan dan 
perencanaan 
e. Mengelola dan Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan dan 
aset; 
f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap 
penyelenggaran tugas Administrasi umum dan kepegawaian serta 
keuangan dan perencanaan 
g. Mengkoordinasikan dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan teknis dan 
administrasi kepada seluruh satauan organisasi dalam lingkup dinas; 
h. Mengkoordinasikan dan mengelola penyusunan laporan pelaksanaan 
program kegiatan tahunan dalam lingkup dinas; 
i. Menilai prestasi para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan 
pembangembangan karier; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas 
dan fungsinya; 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala sub bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, mempunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan tugas umum dan Kepegawaian meliputi pengelolaan Rumah Tangga, 
surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan Dinas, Tata Laksana, 
Perlengkapan dan Aset, Kepegawaian dan tugas umum lainnya, Serta 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang adminstrasi umum dan 
kepegawaian. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas, kepala sub bagian umum dan Kepegawaian 
mempunyai fungsi; 
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis; 
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi 
pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, 
perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan aset kepegawaian dan 
tugas umum lainnya; 
c. Pengkoordinasian, pengurusan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian; 
d. Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian. 
(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : 
a. Menghimpun bahan penyusunan kebijakan teknis; 
b. Menyusun rencana Oprasional Program kerja dan Kegiatan 
c. Membina dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga dan 
keamanan lingkungan kerja 
d. Membina dan mengelola pelaksanaan surat menyurat meliputi surat 
masuk dan surat keluar serta kearsipan; 
e. Membina dan mengelola Pelaksanaan tugas kehumasan, keprotokoleran 
perjalanan dinas dan tatalaksana 
f. Membina dan mengelola administrasi penyimpanan, pendistribusian dan 
penginventarisasian barang, perlengkapan dan aset dinas; 
g. Membina dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi penyiapan 
rencana kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, penyiapan bahan 
usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala daftar urut kepangkatan ( DUK ) 
dan DP3 pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya; 
h. Membina dan mengelola pelaksanaan cuti, teguran pelanggaran disiplin, 
pemberhentian dan pensiun pegawai; 
i. Membina dan mengelola pengembangan karir, dan kesejahteraan 
pegawai; 
j. Melaksanakan pemantauan, pegendalian dan evaluasi serta penyusunan 
laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olah sekretaris sesuai dengan 
tugas dan fungsinya; 
d.  Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan 
(1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala sub 
bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas, 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyususnan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan tugas, keuangan meliputi penyusunan anggaran, 
verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran dan tugas 
keuangan lainnya menyusun perencanaan melaksanakan kegiatan serta 
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Kepala 
sub bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi : 
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis; 
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan perencanaan 
meliputi penyusunan anggaran, Verifikasi, Perbendaharaan, dan 
pembukuan pelaporan anggaran dan penyusunan rencana dan program; 
c. Pengkoordinasiaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas; 
d. Pelaporan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas; 
(3) Rincian tugas kepala sub bagian keuangan dan perencanaan sebagai berikut; 
a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis; 
b. Menyusun rencana oprasional program kerja; 
c. Membina dan mengelola menyusun rencana tahunan dan pelaksanaan 
program/kegiatan; 
d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan 
dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
e. Melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; 
f. Melaksanakan Perbendaharaan keuangan; 
g. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembantu 
bendahara pengeluaran; 
h. Mengajukan SPP untuk pengisian buku kas, SPP beban tetap dan SPP 
gaji atas persetujuan pengguna anggaran (SKPD/Lembaga Teknis 
Daerah) yang di tetapkan sebagai pengguna anggaran dengan Keputusan 
Bupati; 
i. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada bendahara kegiatan sesuai 
dengan jadwal kegiatan atas persetujuan penggunaan anggaran; 
j. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penerimaan dan 
pengeluaran Kas beserta lampirannya ; 
k. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana 
dan prasarana penunjang kelancaran Oprasional Kantor; 
l. Menyiapkan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan 
dan pengkajian data statistik serta informasi Dinas; 
m. Mengendalikan menyusun program dan kegiatan Dinas; 
n. Melaksanakan Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun 
laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; 
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
e. Bidang Promosi dan Kesenian 
(1) Bidang Promosi dan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, mempunyai 
tugas pokok melakukan pembinaan, pengembangan promosi dan pemasaran 
serta pendataan kesenian; 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) , Kepala 
Bidang Promosi dan Kesenian mempunyai fungsi : 
a. Membuat program dan rencana kerja tahunan; 
b. Pelaksaan pembinaan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas pelayanan 
di bidang Kepariwisataan; 
c. Pelaksanaan Promosi dan kesenian di bidang kepariwisataan; 
d. Melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan; 
e. Melaksanakan pemantauan dan pendataan kesenian tradisional; 
f. Menyusun bahan pembinaan sanggar-sanggar kesenian berdasarkan data 
dan informasi atau hasil pemantauan agar kesenian mempunyai daya guna 
dan hasil guna; 
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Promosi dan Kesenian sebagai berikut: 
a. Menyusun kebijakan teknis bidang Promosi dan Kesenian; 
b. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana oprasional program 
kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 
c. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai 
tugas dan fungsinya; 
d. Menyusun bahan bimbingan penyelenggaraan peningkatan aktivitas 
pembinaan iven wisata sebagai upaya mendorong kemandirian lokal; 
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan pemasaran termasuk 
penelitian serta promosi kepariwisataan; 
f. Pengadaan brosur, audio visual dan media publikasi lainnya; 
g. Melakukan publikasi terhadap atraksi wisata; 
h. Menilai prestasi kerja Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
i. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun 
laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 
fungsinya; 
f. Seksi Promosi dan Pemasaran 
(1) Seksi Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kesenian, 
mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi dan pemasaran kepariwisataan; 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi 
Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi : 
a. Menyusun kebijakan teknis; 
b. Melaksanakan kerja sama dengan usaha travel dalam melaksanakan 
promosi; 
c. Menyusun program penyelenggaraan promosi dan pameran; 
d. Merencanakan kegiatan promosi kepariwisataan seperti festival, pameran, 
perlombaan, dan sejenisnya; 
e. Melakukan kerjasama dengan para kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Adat untuk memperkenalkan Potensi Objek Wisata; 
f. Menyusun jadwal kunjungan ke Objek; 
g. Menyusun telahan tentang objek wisata, Potensi wisata, sumber daya 
kepariwisataan dan peluang pengembangan; 
h. Menginventarisir faktor yang menjadi penghambat pengembangan 
kepariwisataan; 
i. Melakukan sumber potensi wisata dan sumber daya pendukung; 
j. Menyelenggarakan evaluasi dan menyusun laporan hasil  pelaksanaan 
tugas; 
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
g. Seksi Pengembangan Kesenian 
(1) Seksi Pengembangan kesenian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kesenian, 
mempunyai tugas pokok menyusun rencana tentang pendataan kesenian 
tradisional, seniman dan sanggar-sanggar seni; 
(2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1), Kepala seksi 
Pengembangan Kesenian mempunyai fungsi : 
a. Menyusun Program dan Rencana Tahunan; 
b. Melaksanakan pemantauan dan pendataan kesenian tradisional; 
c. Menyusun bahan pembinaaan sanggar-sanggar kesenian; 
d. Membina sanggar-sanggar kesenian yang hidup dalam masyarakat; 
e. Memantau dan mengevaluasi kesenian tradisional dan sanggar-sanggar 
kesenian untuk dijadikan bahan pembinaan dan atau bahan evaluasi; 
(3)   Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan kesenian sebagai berikut : 
a. Menyusun kebijakan teknis 
b. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 
c. Menginventarisir sarana kesenian serta membina usaha pembuatan sarana 
kesenian; 
d. Mengumpulkan program dan kegiatan sanggar seni; 
e. Membina dan memantau pengembangan sanggar seni; 
f. Menginventarisir jenis-jenis kesenian tradisional; 
g. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas 
sekaligus mencari upaya pemecahan masalah; 
h. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam 
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; 
i. Melakukan sosialisasi pelestarian seni tradisional; 
j. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta 
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan 
pertimbangan dalam penentuan kebijakan; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya; 
 
h. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 
(1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 
mempunyai tugas pokok mengumpulkan data objek dan jenis usaha serta tempat 
pariwisata; 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang 
Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi 
pariwisata; 
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan destinasi dan 
pemanfaatan sarana pariwisata; 
c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas seksi-
seksi; 
d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 
(3) Rincian tugas kepala bidang destinasi pariwisata sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Mengontrol/mengecek pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan 
petunjuk kerja dan pembinaan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan 
terhindar dari kesalahaan; 
c. Melaksanakan analisis terhadap kemungkinan adanya pengembangan 
destinasi periwisata secara seksama agar kekayaan wisata daerah dapat 
terkelola secara maksimal; 
d. Melaksanakan analisis data objek jenis usaha dalam rangka pengembangan 
kepariwisataan 
e. Memantau dan mengevaluasi objek wisata, atraksi, rekreasi dan hiburan 
umum untuk dijadikan bahan pembinaan atau bahan evaluasi; 
f. Menyiapkan perizinan pengusahaan objek wisata sesuai ketentuan yang 
berlaku; 
g. Mengontrol pemberian perizinan objek wisata oleh pejabat 
pengadministrasian umum agar selalu lancar dan baik; 
h. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
i. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas 
sekaligus mencari upaya pemecahan masalah; 
j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
sebagai bahan pertanggung jawaban; 
k. Melaksanakan penataan dan pengembangan objek wisata; 
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya; 
 
i. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata 
(1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang 
Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas pokok memantau, 
mendata pengembangan usaha pariwisata dan jenis usaha serta tempat wisata; 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) , Kepala Seksi 
Pengembnagan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan teknis; 
b. Pembinaan dan pelaksanaaan tugas bidang pengembangan destinasi 
pariwisata; 
c. Penyelenggaraan pendataan pengembangan destinasi pariwisata; 
d. Melakukan pendataan jenis-jenis usaha dan tempat wisata; 
(3) Rincian tugas seksi pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai berikut : 
a. Perumusan kebijakan teknis serta menyusun program kerja; 
b. Mencari Informasi terhadap kemungkinan adanya pengembangan 
pariwisata secara seksama agar kekayaan pariwisata daerah dapat diolah 
dengan maksimal; 
c. Memberi pelayanan perizinan objek wisata; 
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaraan 
pelaksanaan tugas; 
e. Memantau pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata; 
f. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas 
dan mencari bahan upaya pemecahannya; 
g. Melaksanakan evaluasi dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
tugas; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; 
i. Memberi sarana pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan 
dalam penentuan kebijakan; 
j. Seksi Pemanfaatan Sarana Wisata 
(1) Seksi Pemanfaatan Sarana Wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bindang Pengembangan 
Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana wisata; 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi 
Pemanfaatan sarana wisata mempunyai fungsi : 
a. Melaksanakan pengurusan, penelitian dan pendapatan sarana wisata; 
b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembinaan pemanfaatan sarana 
wisata; 
c. Membuat petunjuk teknis / panduan tentang sarana wisata; 
(3) Rincian tugas seksi pemanfaatan sarana wisata sebagai berikut : 
a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana pelaksanaan tugas; 
b. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan saran wisata; 
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan saran 
wisata; 
d. Melakukan, pendataan sarana dan prasarana wisata serta potensinya; 
e. Membuat deskripsi atas sarana dan prasarana wisata; 
k. Bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan 
(1) Bidang investasi, bina mitra dan perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai 
tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelaku wisata, 
pemberian fasilitas usaha dan perizinan di bidang pariwisata; 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang 
Investasi, Bina Mitra Dan Perizinan mempunyai fungsi : 
a. Bahan penyusunan kebijakan teknis; 
b. Menyusun program dan rencana kegiatan setiap tahun anggaran; 
c. Menyelenggaraan dan pemberian perizinan bidang pariwisata; 
d. Memfasilitasi kerajinan tangan yang bisa dikembangkan 
e. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; 
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Investasi, Binamitra dan Perizinan sebagai berikut : 
a. Membuat Program dan rencana kerja tahunan; 
b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian fasilitas 
pembangunan/pengembangan usaha dibidang kepariwisataan; 
c. Menfasilitasi penyelenggaraan investasi dibidang kepariwisataan; 
d. Penyiapan perizinan dibidang akomodasi, rumah makan, bar, café, discotik, 
bioskop, serta aneka usaha jasa pelayanan pariwisata lainnya; 
e. Penyiapan bahan analisis rencana pengembangan, pembinaan serta 
pengaturan usaha akomodasi, rumah makan, bar, café, discotik, bioskop, 
ketenaga kerjaan serta aneka usaha jasa pelayanan pariwisata; 
f. Penyiapan kebijakan pembinaan oprasional dibidang usaha akomodasi 
rumah makan, bar, café, dicotik, bioskop, serta aneka usaha jasa pelayanan 
pariwisata; 
g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
h. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 
pengembanagn karier; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya; 
l. Seksi Investasi dan Bina Mitra 
(1) Seksi Investasi dan Bina Mitra dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Investasi, Bina Mitra dan 
Perizinan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan daya tarik 
wisata serta seni budaya dan prosedur investasi yang muda dan cepat; 
(2) Dalam menyelenggarakn tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi 
Investasi, Bina Mitra mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis; 
b. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang investasi dan bina mitra; 
c. Penyelenggaraan dan pengembangan daya tarik wisatawan; 
d. Pengembangan seni budaya dan Prosedur investasi yang mudah dan cepat; 
e. Mengevaluasi dan menyusunn laporan hasil pelaksanaan tugas; 
(3) Rincian tugas kepala seksi Investasi dan Bina Mitra sebagai berikut: 
a. Membuat Perencanaan kegiatan; 
b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian fasilitas pembangunan 
pengembangan usaha bidang kepariwisataan; 
c. Menfasilitasi penyelenggaraan investasi dan bina mitra di bidang kepariwistaan; 
d. Melaksanakan pengurusan kerja sama dengan investasi/lembaga terkait 
maupun dengan mitra usaha untuk pengembangan investasi di bidang 
kepariwisataan; 
e. Pembinaan oprasional atas pengelolaan usaha atraksi wisata serta usaha 
rekreasi dan hiburan; 
f. Melaksanakan pelayanan bagi investor dalam rangka penyelenggaraan dan 
pengembangan usaha atraksi wisata serta usaha rekreasi dan hiburan lainnya; 
g. Penyiapan rekomendasi dan izin penerbitan pengembangan kepariwisataan; 
h. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha atraksi 
wisata serta usaha rekreasi dan hiburan secara berkala; 
i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan 
kegiatan; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Investasi, Bina 
Mitra dan Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
m. Seksi Perizinan dan Evaluasi 
(1) Seksi perizinan dan evaluasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan, 
mempunyai tugas pokok memberikan perizinan pementasan, pertunjukan, pameran 
dibidang seni budaya dan perizinan memasuki objek wisata, melakukan evaluasi 
atas pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan; 
(2) Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala seksi 
perizinan dan evaluasi mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan menyusun rencana  dan 
program kerja; 
b. Memberikan perizinan kepariwisataan dan seni budaya; 
c. Melaksanakan pemantauan tentang izin yang telah dikeluarkan; 
d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 
(3) Rincian tugas kepala seksi Perizinan dan Evaluasi sebagai berikut : 
a. Melaksanakan pertunjukan, evaluasi , aspirasi, pameran dan atraksi di bidang 
seni budaya; 
b. Melaksanakan pengurusan pengiriman duta dibidang seni budaya; 
c. Melaksanakan pengurusan pengawasan pementasan, pertunjukan pameran 
dan atraksi dibidang seni budaya serta pembangunan kepariwisataan; 
d. Melaksanakan pengurusan perizinan, pementasan, pertunjukan, pameran dan 
atraksi di bidang seni budaya dan perizinan memasuki objek dan sarana 
wisata; 
e. Melaksanakan pengurusan perizinan usaha di bidang seni budaya dan usaha 
kepariwisataan; 
f. Melaksanakan pengurusan kerja sama dengan instansi terkait dengan 
organisasi masyarakat dibidang seni budaya; 
g. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan 
kegiatan; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
 
  
 
 
4.4. Potensi Pariwisata Kabupaten Mamasa 
4.4.1. Daya Tarik Wisata Alam 
Kabupaten Mamasa yang berada pada ketinggian 100 – 3.000 mdpl memiliki 
keindahan alam yang masih mencerminkan kesan natural sehingga sangat potensial 
bagi pengembangan pariwisata. Pesona keindahan alam sudah dapat dinikmati sejak 
pertama kali memasuki wilayah Kabupaten Mamasa. Pada hampir seluruh bagian 
wilayah Kabupaten Mamasa, dapat dijumpai bukit-bukit yang hijau menjulang, air 
sungai yang mengalir, serta udara khas pegunungan yang menghadirkan kesejukan 
jauh dari polusi udara. Mozaik lahan buatan manusia, seperti hamparan sawah dan 
kebun-kebun juga tidak luput memperkaya keindahan alami Kabupaten Mamasa. 
Kabupaten Mamasa yang terletak pada jantung gugusan Pegunungan Quarles di 
bagian barat Pulau Sulawesi memiliki deretan gunung dan bukit yang menyimpan 
banyak pesona wisata, antara lain Gunung Gandang Dewata dengan ketinggian 3.037 
mdpl di Kecamatan Tabulahan sebagai gunung tertinggi di Kabupaten Mamasa, 
sekaligus tertinggi kedua di Pulau Sulawesi dan dikenal penuh misteri serta memiliki 
medan tempuh sangat menantang bagi para pendaki gunung dan pecinta alam yang 
datang untuk menaklukannya. Selanjutnya, Gunung Mambulilling dengan ketinggian 
2.573 mdpl di Kecamatan Mamasa dapat terlihat begitu jelas dari pusat ibukota 
kabupaten yang memiliki kondisi medan lebih mudah sehingga banyak didaki oleh 
pengunjung dan masyarakat sekitar. Ada pun Bukit Buntu Mussa di Kecamatan Balla 
yang merupakan lokasi terbaik untuk melihat deretan beratus rumah tradisional 
Mamasa di perkampungan Balla Peu. Selain itu juga terdapat Bukit Marudinding di 
Kecamatan Sesenapadang, Gunung Sareong di Kecamatan Sumarorong, Gunung 
Pasapa’ di Kecamatan Bambang, dan Bukit Tadokalua di Kecamatan Tabang. 
Pegunungan di Kabupaten Mamasa merupakan hulu dari banyak aliran sungai 
besar, antara lain Sungai Mamasa, Sungai Masuppu, Sungai Mambi, Sungai Aralle, dan 
Sungai Liawan yang menyimpan potensi wisata minat khusus petualangan tirta, seperti 
rafting dan river tubing, meskipun wisata jenis ini membutuhkan keterampilan teknis dan 
sarana keselamatan yang memadai bagi peminatnya. Sepanjang aliran sungai di 
Kabupaten Mamasa juga tersebar banyak air terjun yang sebagian di antaranya sudah 
dikelola sebagai obyek wisata. Air Terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong, 
merupakan obyek pemandian alam di dalam kawasan hutan lindung Gunung Sareong 
yang sudah dilengkapi fasilitas sarana wisata berupa penginapan dan pondok-pondok 
wisata. Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Kecamatan Bambang yang memiliki 
tinggi ±300 m termasuk sebagai air terjun tertinggi di Pulau Sulawesi. Air Terjun 
Mambulilling yang terletak di salah satu lembah Gunung Mambulilling dapat dilihat jelas 
keindahannya dengan mata telanjang dari pusat Kota Mamasa, sementara Air Terjun 
Parak di Kecamatan Tawalian dan Air Terjun Minanga di Sesenapadang memiliki akses 
yang cukup mudah ditempuh dari ibukota kabupaten. Beberapa obyek wisata air terjun 
lain yang terdapat di Kabupaten Mamasa di antaranya Air Terjun Sollokan di 
Kecamatan Messawa, Air Terjun Tambuk Manuk di Kecamatan Balla, dan Air Terjun 
Rimbe di Kecamatan Nosu. 
Tidak hanya air terjun, Kabupaten Mamasa juga memiliki banyak potensi mata 
air panas. Keberadaan mata air panas alami ini merupakan peluang besar untuk 
mengembangkan wisata kebugaran dan kesehatan, apalagi mengingat Kabupaten 
Mamasa merupakan daerah yang bersuhu dingin. Beberapa mata air panas yang 
sudah dikembangkan menjadi obyek wisata pemandian antara lain Pemandian Air 
Panas Kole, Rante Katoan, Rante-rante dan Nusantara di Kecamatan Mamasa; 
Pemandian Air Panas Uhailanu di Kecamatan Aralle; Pemandian Air Panas Tamalanti’ 
di Kecamatan Tanduk Kalua’ dan Pemandian Air Panas Malimbong di Kecamatan 
Messawa. Sementara potensi air panas alami yang masih belum dikembangkan 
terdapat di Desa Osango Kecamatan Mamasa, Rante Kamiri di Kecamatan Tawalian, 
Indo Banua di Kecamatan Mambi, Rante Berang di Kecamatan Buntu Malangka dan 
yang lainnya. 
Gua-gua alam yang masih misterius dan belum banyak dikunjungi juga dapat 
dijumpai Kabupaten Mamasa, antara lain di Kecamatan Mambi, Messawa dan 
Rantebulahan Timur. Selain itu juga terdapat benda-benda gejala alam unik yang terkait 
dengan mitos serta legenda setempat, antara lain Batu Kumila’ (batu nakal) di 
Kecamatan Mamasa, Batu Sikoba’ di Kecamatan Balla dan Batu Laledong (batu 
bergoyang) di Kecamatan Pana. 
Sektor lain yang teramat potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata alam 
dan budaya di Kabupaten Mamasa adalah meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, 
perikanan dan kehutanan. Kebiasaan sebagian besar masyarakat Mamasa adalah 
masih bertani dan beternak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pertanian umumnya 
masih dikembangkan secara tradisional dan belum terlalu ditunjang dengan teknik 
budidaya modern, dengan komoditi yang dihasilkan antara lain padi hitam, kopi, kakao, 
terung belanda, markisa, kacang tanah, kacang hijau, lada serta sayur-sayuran. 
Umumnya sawah dan lahan pertanian juga dilengkapi dengan kolam ikan 
dengan ikan mas sebagai jenis yang paling banyak dibudidayakan, di samping juga 
terdapat ikan lele dan ikan nila. Adapun kerbau, babi, ayam dan itik merupakan ternak 
yang sangat umum dipelihara masyarakat Mamasa pada pekarangan di sekitar 
rumahnya. Ternak di kalangan masyarakat Mamasa berperan penting sebagai 
simpanan/tabungan yang dapat dijual jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, 
disamping juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan berbagai upacara 
adat. 
Hutan di Kabupaten Mamasa memegang fungsi penting dalam menjaga pasokan 
air bagi aliran sungai, kebutuhan rumah tangga dan pembangkit energi listrik, tidak 
hanya untuk internal Kabupaten Mamasa melainkan juga kabupaten lain di sekitarnya 
seperti Polewali Mandar dan Pinrang. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamasa 
adalah seluas 78.038 ha, sedangkan 15.064 ha berupa hutan produksi, dan 367 ha 
hutan produksi yang dapat dikonversi. Kabupaten Mamasa juga akan memiliki kawasan 
konservasi berupa taman nasional dan taman hutan raya, yakni Taman Nasional 
Gandang Dewata dan Taman Hutan Raya Marudinding yang sudah dicanangkan 
penetapannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. 
Kawasan tersebut akan ditetapkan untuk melestarikan keanekaraman hayati serta 
untuk ke=pentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan wisata alam. 
4.4.2. Daya Tarik Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah 
Kebudayaan asli Mamasa merupakan aset berharga bagi pengembangan 
pariwisata. Jauh sebelum terbentuknya pemerintahan administratif-birokratif formal di 
Kabupaten Mamasa, kawasan ini telah dihuni oleh beberapa komunitas adat yang 
memiliki tatanan kemasyarakatan yang mapan berupa batas wilayah, pemangku adat 
serta gelar pemangku adatnya masing-masing.  Secara umum kekayaan tatanan 
kehidupan komunitas adat yang telah berlangsung secara turun-temurun tersebut dapat 
dikelompokkan dalam ruang lingkup kewilayahan berdasarkan kemiripan dalam hal 
tradisi (dalam bahasa lokal disebut “kabeasaan”) masyarakatnya, yakni sebagai berikut: 
1) Wilayah Limbong Kalua’ dan Tanduk Kalua, meliputi Kecamatan Mamasa, 
Kecamatan Tawalian, Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Balla dan 
Kecamatan Tanduk Kalua’. 
2) Wilayah Tandasau’, meliputi Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa. 
3) Wilayah Tandarokko, meliputi Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan 
Tabulahan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan 
Buntu Malangka dan Kecamatan Mehalaan 
4) Wilayah Tandalangngan, meliputi Kecamatan Tabang, Kecamatan Pana dan 
Kecamatan Nosu 
Berbagai komunitas adat di Kabupaten Mamasa tersebut memiliki ragam bentuk 
kebudayaan material maupun immaterial yang berpotensi menjadi daya tarik wisata, 
antara lain meliputi berbagai tipe rumah tradisional dengan keunikan nilai sejarah dan 
fungsinya dalam struktur sosial masyarakat, perkampungan-perkampungan tradisional, 
upacara/ritual adat dalam empat ruas kehidupan (kegiatan perekonomian, syukuran 
kegembiraan, pernikahan, dan kematian), seni budaya tradisional, hingga monumen 
dan benda-benda bersejarah. 
Bentuk-bentuk budaya di Mamasa dikenal memiliki kemiripan dengan budaya di 
Tana Toraja mengingat masyarakat di kedua daerah tersebut masih berasal dari satu 
rumpun etnis yang sama, namun dalam banyak hal budaya Mamasa memiliki keunikan 
tersendiri yang menjadikannya benar-benar berbeda dengan budaya Toraja. Bangunan-
bangunan rumah adat/rumah tradisional (tongkonan) yang terdapat di Mamasa, 
misalnya, memiliki bentuk serta jenis yang lebih beragam dibandingkan tongkonan di 
Tana Toraja. Berbagai bentuk rumah adat dan rumah tradisional Mamasa tersebut 
sampai sekarang masih dapat dijumpai pada perkampungan-perkampungan yang 
masih mempertahankan corak budaya tradisionalnya antara lain: Makuang di 
Kecamatan Messawa; Balla Peu (perkampungan tradisional terpanjang dengan lebih 
dari 100 tongkonan berderet), Batarirak dan Balla Satanetean di Kecamatan Balla; 
Tondok Sirenden di Kecamatan Tawalian; Orobua, di Kecamatan Sesena Padang; 
Rambusaratu, Tondok Bakaru dan Buntu Kasisi di Kecamatan Mamasa. 
Upacara kematian (Rambu Solo’) masih umum ditemukan pada wilayah-wilayah 
adat Limbong Kalua’, Tandalangngan dan Tandasau’. Rambu Solo’ di daerah Mamasa 
dikenal memiliki prosesi yang lebih rumit dari upacara serupa di Tana Toraja. Upacara 
kematian tersebut disesuaikan dengan strata sosial sehingga ada mayat yang 
disemayamkan sampai beberapa tahun dengan pengorbanan puluhan hingga ratusan 
ternak (kerbau, babi, ayam) dan ada juga yang hanya dua hari dengan pengorbanan 
seadanya. Di Mamasa, khususnya di Kecamatan Nosu dan Pana terdapat juga ritual 
kematian unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain manapun, yakni Ritual 
Mangngaro atau tradisi mengeluarkan ratusan jasad leluhur dari kubur sekali setahun 
secara bersamaan untuk dikremasi ulang sebagai pelengkap ritual Rambu Solo’ bagi 
orang meninggal yang diupacarakan khusus (Dipandan). 
Adapun upacara/ritualadat bernuansa kegembiraan (syukuran) yang dapat 
ditemukan di Kabupaten Mamasa antara lain Malangngi’ (pesta syukuran bagi kaum 
perempuan), Ma’bululondong \]dan Ma’pararuk (syukuran untuk kaum pria), Menani 
pare (syukuran pasca panen). Ma’rinding Bai, Ma’rinding Tedong, Mae’ran Gayang, dan 
Ma’bua’ (tingkatan-tingkatan upacara syukuran bagi orang kaya dan kaum bangsawan), 
serta Melambe yakni upacara permohonan kepada Sang Pencipta. 
Kabupaten Mamasa juga memiliki banyak peninggalan yang mengandung nilai 
sejarah. Kuburan tua Tedong-tedong di Kecamatan Balla diyakini berisi ratusan 
kerangka keturunan manusia pertama dan tokoh adat Mamasa pertama di Sulawesi 
Barat, padaling (gong) peninggalan Nenek Pongka Padang di Kecamatan Tabulahan, 
situs pohon mangga To’ Pao sebagai lokasi musyawarah pemangku adat pada zaman 
dulu, sepu (tas tangan berisi dokumen perjanjian kuno), serta meriam peninggalan 
Belanda di Kecamatan Mamasa, gereja tua peninggalan Belanda yang dibangun tahun 
1929 di Kecamatan Tawalian, Benteng Paladan dan Kuburan Pahlawan Demmatande 
yang gugur dalam menghadapi penjajah Belanda di Kecamatan Sesenapadang, serta 
tugu korban perlawanan terhadap Belanda di Kecamatan Buntu Malangka. 
4.5. Gambaran Umum Kantor Dinas Pariwisata Eknomi Kreatif Kabupaten 
Mamasa 
Dalam lanskap makro pembangunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ada 
semacam pembagian peran dan fokus pembangunan antar-region. Wilayah Kabupaten 
Mamuju dan sekitarnya diandalkan menjadi Pusat Pemerintahan Provinsi Sulbar, 
Kabupaten Majene diproyeksikan sebagai Kota Pendidikan, Kabupaten Polewali 
sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi dan Perdagangan. Sementara Kabupaten 
Mamasa akan diandalkan menjadi “Kota Pariwisata”. Untuk menopang rencana itu, 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulbar, bahkan, telah memberikan dukungan khusus 
melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.15 Tahun 2008. SK Gubernur 
Sulbar ini telah menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi wisata Sulbar. 
Senada dengan itu, RPJMD Kabupaten Mamasa juga menyebutkan bahwa 
Sektor Pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan. Mamasa ke depan akan 
menjadi pilihan orang untuk berwisata selain ke Toraja. Bahkan, nantinya para 
wisatawan yang akan ke Toraja didorong untuk singgah dan menginap di Mamasa 
karena suhu udara di sini lebih sejuk dengan suguhan pemandangan alam yang lebih 
asri. Kabupaten Mamasa merupakan daerah wisata yang potensial di Sulawesi Barat 
layaknya Kabupaten Tana Toraja di Sulawesi Selatan. 
Keanekaragaman budaya Mamasa adalah daya tarik tersendiri bagi wisatawan; 
keunikan budaya, seni tradisional, situs sejarah, panorama alam dan pemandian air 
panas alam, merupakan komoditi wisata yang layak untuk dikunjungi oleh para 
wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Memasuki wilayah Kabupaten 
Mamasa yang pertama terlihat adalah keindahan alam yang masih perawan dengan 
bukit-bukit hijau dan udara pegunungan yang sejuk, berikut objek wisata dan keindahan 
budaya Mamasa. 
4.5.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Mamasa 
a.     Visi 
Visi Dinas Pariwisata Enomi Kreatif Kabupaten Mamasa adalah “Menjadikan 
Mamasa Sebagai Daerah Tujuan Pariwisata Unggulan Di Provinsi Sulawesi 
Barat”. Adapun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018. Sasaran yang 
ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut: 
a) Terbangunnya obyek wisata unggulan dan tertatanya obyek wisata tradisional/ 
potensial. 
b) Terpeliharanya kelestarian budaya dan situs-situs purbakala. 
c) Meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan. 
d) Meningkatnya usaha ekonomi kreatif. 
e) Terselenggaranya festival budaya di Mamasa 
 
b.     Misi 
Misi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar tujuan 
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi 
tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal 
instansi Pemerinta, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan 
diperoleh dimasa yang akan datang. Dari gambaran tersebut maka Dinas Pariwisata 
Ekonomi Kreatif menetapkan misi sebagai berikut: 
1. Menjadikan MAMBULILLING sebagai Branding Image Pariwisata Mamasa yang 
merupakan kawasan strategis untuk menyaksikan sunrise, sunset dan city view 
melalui Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Wisata di Kawasan 
Gunung Mambulilling; 
2. Membangun kerjasama masyarakat dan SKPD terkait untuk mengembalikan Citra 
Mamasa dengan julukan KOTA KEMBANG yang sudah dikenal sejak Zaman 
penjajahan Belanda baik di Indonesia maupun di luar negeri utamanya di Negara-
Negara Eropa; 
3. Melestarikan Seni dan Budaya lokal sebagai warisan nenek moyang dan 
membangun serta menata obyek-obyek pariwisata untuk meningkatkan kunjungan 
wisatawan baik domestik maupun mancanegara sebagai upaya peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah; 
4. Mensosialisasikan “SAPTA PESONA” 
1. Aman; 
2. Tertib; 
3. Bersih; 
4. Sejuk; 
5. Indah; 
6. Ramah; dan  
7. Kenangan menuju masyarakat Sadar Wisata; 
5. Mewujudkan Ekonomi Kreatif sebagai Industri Pariwisata melalui Pembinaan Industri 
Kerajinan Tangan (Handycraft) serta memberi peluang kepada investor untuk 
berinvestasi di bidang pariwisata. 
6. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan SKPD-SKPD terkait  dan stake 
holder yang ada untuk membangun Kepariwisataan Mamasa. 
 
 
4.6. Koordinasi  antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam 
Pengelolaan Pariwisata 
Menurut G.R. Terry, Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur 
untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 
ditentukan. Selanjutnya, Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata 
“kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai 
tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan Pariwisata 
merupakan rangkaian usaha menggali dan memanfaatkan segala potensi Pariwisata 
yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Dalam 
melakukan pengelolaan Kepariwisataan di suatu wilayah, tentunya membutuhkan 
koordinasi yang harmonis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saling 
terkait dalam mencapai tujuan tertentu. Begitu pun halnya di Kabupaten Mamasa. 
Sebagai daerah destinasi Pariwisata Unggulan di Sulawesi Barat, Harapan akan 
pengelolaan pariwisata yang baik dan profesional sangatlah besar. Untuk itu, dalam 
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa harus melakukan koordinasi yang baik 
dan harmonis antar SKPD terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, 
Koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola Pariwisata 
di Kabupaten Mamasa bila ditinjau dari segi pengelolaan Destinasi, Infrastruktur, dan 
Promosi Pariwisata adalah sebagai berikut. 
4.6.1. Koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan dalam Pengelolaan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata 
Menurut Daryanto (1997:167) dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap, 
Destinasi diartikan “tempat tujuan atau daerah tujuan” dan dengan kata wisata, hal ini 
berarti tempat tujuan wisata. Menurut Hadinoto (1996:15) “destinasi wisata merupakan 
suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung, ia dapat tinggal 
selama waktu tertentu. 
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa agar dapat disebut destinasi wisata, 
hendaknya kawasan memiliki ciri khas atau keunikan agar dapat memberikan pesona 
atau daya tarik seorang pengunjung selama kunjungannya dan bahkan dapat memikat 
lebih lama dengan berkunjung kembali pada destinasi tersebut.  
Dalam Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang  
Kepariwisataan Pasal 1 dijelaskan bahwa: 
“Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah 
kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang 
di  dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 
kepariwisataan.”9 
Menurut Suwantoro (2001:54) umumnya unsur-unsur destinasi yang mesti 
dipenuhi oleh objek wisata agar memiliki daya tarik yang berhubungan dengan kualitas 
jasa, antara lain : 
1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah dan bersih 
2. Adanya aksebilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya 
3. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka 
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang 
hadir 
5. Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam, 
pegunungan, sungai, pasir, hutan dan sebagainya. 
6. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi kerena memilki nilai khusus 
dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adap, nilai luhur, yang terkandung dalam 
suatu objek buah karya manusia masa lampau 
Kabupaten Mamasa merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang 
paling besar di antara wilayah-wilayah lain di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disadari 
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menetapkan Kabupaten Mamasa 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
sebagai Destinasi Pariwisata Sulawesi Barat melalui Peraturan Gubernur Sulawesi 
Barat Nomor 15 Tahun 2008. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten 
Mamasa sampai saat ini telah membuat data base menyangkut objek wisata yang bisa 
dikunjungi oleh para wisatawan, baik domestic maupun mancanegara. Hal ini sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata, Bapak Abraham 
Takke bahwa: 
“Iya, jadi sejumlah objek pariwisata yang ada itu sudah masuk dalam data base 
dinas sejak 2 tahun yang lalu. Saya kira secara global ada kurang lebih 100 
objek wisata yang ada dan itu terpencar di sejumlah titik wilayah. Namun, karna 
destinasinya belum sampai kesana, infrastruktur belum sampai kesana, 
sehingga kita belum olah sebagai destinasi unggulan. Namun sudah masuk 
dalam data base dinas pariwisata”10 
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang sedang dalam 
tahap kajian juga merupakan langkah awal yang dilaksanakan guna pengelolaan 
pariwisata Kabupaten Mamasa dengan mengedepankan potensi-potensi yang ada. 
Berikut data base objek wisata yang telah di data oleh Dinas Pariwisata: 
 Wisata Alam 
Wisata alam tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa. Beberapa 
potensi pariwisata alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Hasil Wawancara bersama Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata, Bapak Abraham Takke pada tanggal 12 Januari 
2017  
Tabel 12 
Potensi Pariwisata Alam di Kabupaten Mamasa 
Nama Potensi Pariwisata Lokasi Kecamatan 
Panorama alam 
Marudinding 
Marudinding Pana 
Panorama gunung 
Mambulilling 
Mambulilling Mamasa 
Panorama alam Buntu 
Mussa 
Balla Tumuka Balla 
Panorama alam Tado Kalua Tado Kalua Tabang 
Panorama alam Lisuan Ada Lisuan Ada Sesenapadang 
Air terjun Liawan Tadisi Sumarorong 
Air terjun Laloeng Rantekamase Sumarorong 
Air terjun Sollokan Malimbong Messawa 
Air terjun Talondo Minanga Timur Nosu 
Air terjun Rimbe Siwi Nosu 
Air terjun Salu Tetean Rambu Saratu Mamasa 
Air terjun Mambulilling Mambulilling Mamasa 
Air terjun Allo Dio Balla Tumuka Balla 
Air terjun Sareayo Balla Satanetean Balla 
Air terjun Sikore Rantepuang Sesenapadang 
Air terjun Minanga Orobua Timur Sesenapadang 
Air terjun Sambabo Salu Baruru Bambang 
Nama Potensi Pariwisata Lokasi Kecamatan 
Air Panas Alam Malimbong Malimbong Messawa 
Air Panas Alam Kole Rambu Saratu Mamasa 
Air Panas Alam Rante-
Rante 
Osango Mamasa 
Air Panas Alam Roka Kanan Tanduk Kalua 
Air Panas Alam Rante 
Dambu 
Rantetangnga Tawalian 
Air Panas Alam Uhailanu Uhailanu Aralle 
Air Panas Alam Salutambun Salutambun Aralle 
Air Panas Alam Sarambu Ranteberang Buntu Malangka 
Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016 Kabupaten Mamasa 
 Wisata Religi/Spiritual 
Penduduk di Kabupaten Mamasa memiliki rasa toleransi antar pemeluk agama yang sangat 
tinggi, semua itu tercermin dari potensi pariwisata seperti di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 12.1 
Potensi Pariwisata Religi/Ritual di Kabupaten Mamasa 
Nama Potensi Pariwisata Lokasi Kecamatan 
Patung Bunda Maria Sepakuan Balla 
Upacara Adat Mangngaro Nosu Nosu 
Upacara Ritual Adat Rambu Solok Seluruh wilayah 17 Kecamatan 
Gereja pertama di Mamasa Tawalian Tawalian 
Gereja tua Beatrice Klerk Mamasa Mamasa 
Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016 Kabupaten Mamasa 
 Wisata Cagar Budaya 
Objek wisata cagar budaya yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini: 
Tabel 12.2 
Potensi Pariwisata Cagar Budaya di Kabupaten Mamasa 
Nama Potensi Pariwisata Lokasi Kecamatan 
Lokko Ledo Pasapa Mambu Messawa 
Gua alam Buangin Buangin Rantebulahan Timur 
Rumah Adat Tapang Messawa Messawa 
Rumah Adat Makuang Messawa Messawa 
Rumah Adat Pana Pana Pana 
Rumah Adat Mangngi Nosu Nosu 
Rumah Adat Patotong Tabang Tabang 
Rumah Adat Rambusaratu Rambusaratu Mamasa 
Nama Potensi Pariwisata Lokasi Kecamatan 
Rumah Adat Loko Mambulilling Mamasa 
Rumah Adat Tanduk Kalua Malabo Tanduk Kalua 
Rumah Adat Parengnge Orobua Orobua Timur Sesenapadang 
Rumah Adat Lisuan Ada Lisuan Ada Sesenapadang 
Batu Laledong Panura Pana 
Batu Kumila Lambanan Mamasa 
To’ Pao Mamasa Mamasa 
Kuburan tua Tedong-Tedong Balla Barat Balla 
Benteng Salubanga Paladan Sesenapadang 
Perkampungan Tradisional Loko Mambulilling Mamasa 
Perkampungan Tradisional Balla 
Peu 
Balla Tumuka Balla 
Perkampungan Tradisional Mamullu Mamullu Pana 
Perkampungan Tradisional Tondok 
Sirenden 
Tawalian Tawalian 
Pusat Peradaban Pitu Ulunna Salu Tabulahan Tabulahan 
Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016 Kabupaten Mamasa 
 Selanjutnya, Infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone, 
1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005), merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan 
atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam 
penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-
pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi 
infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara teknik, infrastruktur memiliki arti 
dan definisi sendiri yaitu merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga 
memberikan pelayanan publik yang penting. 
Dalam mengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Mamasa yang merupakan 
icon dari suatu daerah harus ditunjang oleh sarana dan prasana, termasuk infrastruktur 
jalan menuju lokasi objek agar dapat di lalui dengan nyaman dan tidak terlalu lama. 
Akan tetapi, kenyataannya, di samping infrastruktur jalan yang tidak memadai, juga 
kurang memadainya penginapan-penginapan atau hotel yang mendukung objek wisata 
di Kabupaten Mamasa. 
Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai keterkaitan 
dengan pengelolaan pariwisata khususnya di bidang pengelolaan destinasi dan 
infrastruktur di kabupaten Mamasa adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 
yang secara normatif harus mempunyai program dalam rangka membangun 
infrastruktur jalan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 
  Akan tetapi, realitas di lapangan serta pernyataan dari Kasubag mengenai 
koordinasi antar Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan masih 
lemah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk meningkatkan pengelolaan 
pariwisata di Kabupaten Mamasa. Padahal telah diakui, bahwa secara normative pihak 
Dinas Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab dalam mendukung dinas pariwisata 
untuk penyediaan infrastruktur baik itu akses menuju tempat wisata maupun 
infrastruktur penunjang yang lainnya. 
           Lemahnya  koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum 
berdampak pada semakin sulitnya tercapai sasaran pembanguan pariwisata Kabupaten 
Mamasa yang telah dijabarkan ke dalam kebijakan dan arah strategi khususnya dalam 
mewujudkan Mamasa sebagai daerah tujuan wisata. Menanggapi fenomena yang telah 
dijelaskan, harus ada kesadaran akan tugas pokok dan fungsi antara kedua instansi 
terkait khususnya dalam hal pengelolaan pariwisata di Kabupaten Mamasa bukan 
hanya mengetahui konsep normative tanpa ada tindakan yang relevan dengan hal itu. 
 
 
4.6.2. Koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Koperasi UKM 
Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengelolaan Promosi Pariwisata 
Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi dari pemilik produk atau jasa yang 
ditujukan kepada masyarakat, dengan tujuan supaya produk atau jasa, merek dan 
nama perusahaan dapat dikenal masyarakat sekaligus mempengaruhi masyarakat 
supaya mau membeli serta menggunakan produk atau jasa perusahaan. Promosi yaitu 
kegiatan dari pemasaran maupun penjualan dalam rangka untuk meninformasikan dan 
mendorong permintaan konsumen terhadap produk atau jasa dari suatu perusahaan 
dengan mempengaruhi konsumen supaya membeli produk atau jasa yang dijual oleh 
perusahaan. Promosi merupakan cara yang dilakukan oleh pemasar untuk 
menginformasikan dan mempengaruhi para konsumen atau masyarakat sehingga 
dapat tertarik untuk membeli serta menggunakan produk ataupun jasa yang 
dipasarkannya.  
Promosi dalam bidang Pariwisata merupakan hal yang sangat penting. Karena 
bagaimana mungkin wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi suatu objek wisata 
tertentu jika mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai objek wisata tersebut.  
Dalam hal melakukan Koordinasi antar SKPD yang terkait dalam pengelolaan 
Promosi kepariwistaan di Kabupaten Mamasa, Koperasi selaku Pembina dari Usaha 
Mikro Menengah sudah berkontribusi dengan dinas pariwisata dalam pengelolaan 
pariwisata.  Dimana  dinas Koperasi UKM perindustrian dan perdagangan mampu 
membuka lapagan pekerjaan baru bagi masyarakat, yang dimana UKM 
mempromosikan hasil pekerjaan tangan dengan di dalamnya mempunyai unsur dan 
karakteristik Mamasa11. Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Mamasa Nomor 22 tahun 2004 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten 
mamasa yang dimana telah dijelaskan, bagian Kesembilan “Dinas Koperasi,Usaha 
Mikro, Kecil, DAN menengah”  bagian 3 adalah dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan 
menengah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(2), menyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, 
pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggara sebagaian urusan pemerintah 
dibidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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 Hasil Wawancara dengan KADIS Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Mamasa, tanggal 9 januari 2017, 
pukul 12.55 Wita. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayan umum di bidang koperasi 
mikro kecil dan menengah, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagaian 
urusan pemerintah di bidang koperasi usaha mikro kecil menengah, sesuai dengan 
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi dinas. 
  Pada dasarnya, dalam mengelola pariwisata di kabupaten Mamasa, sudah 
terdapat kerja sama antara berbagai SKPD yang terkait, khususnya Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dengan 
Dinas Pariwisata itu sendiri. Walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan 
maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait 
di dalam pengelolaan pariwisata dikatakan belum dapat memenuhi harapan peneliti 
antara lain, disebabkan oleh masih ditemuinya kendala-kendala yang dapat 
menghambat pengelolaa pariwisata di kabupaten mamasa. 
  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakil bupati Mamasa Bapak 
Drs.Bonggalangi MA.  Mengatakan bahwa: 
“Gubernur mengeluarkan surat keputusan No 15 tahun 2008  tentang penetapan 
Kabupaten Mamasa sebagai Daerah Destinasi.dalam tindak lanjut surat 
keputusan gubernur  melakukan upaya objek wisata yang ada dikabupaten 
mamasa seperti infrastruktur di kelola dengan optimal .Namun pemerintah 
setempat tidak menindak lanjuti  surat keputusan tersebut. Dikarenakan tidak 
ditemukan peraturan daerah dan peraturan bupati saat ini”12 
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 Hasil Wawancara bersama Wakil Bupati Mamasa, Bapak Drs. Bonggalangi, MA pada tanggal 13 Januari 2017, 
pukul 10.44 WITA 
  Dari penjelasan tersebut diatas pemerintah daerah belum memiliki perda berupa 
tindak lanjut keputusan Gubernur mengenai Kabupaten Mamasa selaku destinasi 
paiwisata di provinsi Sulawesi barat. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Mamasa 
harus membuat peraturan bupati bupati maupun peraturan daerah mengenai hal 
tersebut . 
 Dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Mamasa juga tidak 
terjadi tumpang tindih atau overlapping tupoksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dalam pengelolaan pariwisata13. Peneliti mengamati dan mewawancarai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  terkait bahwa tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah  
dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Mamasa sudah tertuang di dalam tugas 
pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah  terkait. Namun yang 
terjadi adalah kuatnya egoisme sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga 
melemahkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata 
belum berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan kualitas 
produktifitas yang bermuara pada persaingan dengan daerah lain, tentang dampak 
kesejahteraan yang diterima langsung oleh masyarakat berkaitan dengan adanya objek 
wisata secara khusus masyarakat yang berdomisili di sekitar objek wisata. Karna 
pemerintah daerah atau dinas pariwisata dalam hal ini yang menangani pariwisata 
belum dapat mendudukkan secara proporsional, peran masyarakat di dalam 
memanfaatkan peluang yang tersedia untuk peningkatan kesejahteraan bagi setiap 
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 Hasil Wawancara dengan Wakil Bupati Mamasa, pada tanggal 13 januari 2017, pukul 10.44 WITA. 
anggota masyarakat. Dalam rangka peningkatan pengelolaan pariwisata di kabupaten 
mamasa masih memiliki banyak kendala 
Berdasarkan hasil wawancara masyarakat setempat (salah seorang pengunjung 
objek wisata) mengatakan bahwa : 
“Berbagai macam kendala warga yang sulit dihilangkan, Seperti, ketidaksiapan 
pemerintah daerah maupun warganya dalam menyambut wisatawan atau 
pengunjung ke kabupaten mamasa.”14 
Adapun faktor yang menyebabkan ketidaksiapan masyarakat untuk tidak 
menerima wisatawan, dilokasi objek karna relative rendahnya sumber daya manusia 
yang di miliki masyarakat tersebut, sehingga tidak mampu berkomunikasi langsung 
dengan wisatawan dari berbagai Negara karna, tidak mempunyai kemampuan dalam 
berkomunikasi dengan baik.  
Berdasarkan hasil wawancara Secara umum peningkatan pengelolaan 
pariwisata yang optimal harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait dengan usaha 
yang terkordinasi. Tujuan dari pengelolaan pariwisata yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah bersama dengan jajarannya termasuk dalam hal melibatkan 
masyarakat adalah untuk berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. 
Dalam strategi dan arah kebijakan kabupaten mamasa tentang pariwisata telah 
dijelaskan bahwa sasaran yang ingin dicapai ialah terwujudya Mamasa sebagai daerah 
tujuan wisata, dengan harapan program sebagai berikut : 
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 Hasil Wawancara bersama salah seorang pengunjung objek wisata, Bapak Haryanto pada tanggal 10 Januari 
2017 
1. terbangunnya objek wisata unggulan dan tertatanya objek wisata tradisonal / 
potensial 
2. terpeliharanya kelestarian budaya dan situs-situs purbakala 
3. Meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan 
4. Meningkatnya usaha ekonomi kreatif 
     Selanjutnya, dalam mengelola tata pemerintahan di Kabupaten Mamasa, masih di 
temui berbagai macam kendala yang tidak sesuai dengan refrensi mengenai tata kelola 
pemerintahan, yang baik dan benar. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan Pelapor BPK Dinas 
Pariwisata Kabupaten Mamasa mengatakan bahwa: 
“Ketidak berhasilan pengelolaan pariwisata di kabupaten mamasa disebabkan 
oleh, kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam hal ini bupati di dalam 
menempatkan pejabat atau stafnya tidak mengacu pada the right man on the 
right place dalam artian menempatkan seseorang tidak memperhatikan latar 
belakang atau kompetensi dari orang yang di tepatkan pada suatu SKPD. Bahwa 
pemerintah daerah kabupaten Mamasa dalam rangka melakukan perubahan di 
bidang pembangunan, tidak mempunyai visi yang jelas. Sehingga, dalam 
membangun pembangunan yang ada di kabupaten mamasa tidak sesuai dengan 
tupoksi dan latar belakang yang diberikan oleh pejabat tersebut“15 
Hadirnya pemerintah dalam suatu masyarakat dituntut untuk dapat melayani 
masyarakat tersebut. Tercapainya tujuan tersebut idealnya harus dikuatkan dengan 
pemberdayaan aparatur pemerintah sesuai dengan bidang atau keahliannya. Dalam hal 
ini diperlukan pemahaman serta kualitas pemerintah dalam menempatkan aparaturnya 
berdasarkan analisis jabatan dan kerja serta prioritas kebutuhan. Salah satu 
pertimbangan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah 
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 Hasil Wawancara bersama Kasubag Keuangan Pelapor BPK Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa  
pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan 
antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan 
kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan 
promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Dalam ayat (1) pasal 56 Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara berbunyi : 
“Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja”.Dalam pasal 
tersebut menekankan pentinganya penempatan aparatur pemerintah sesuai 
dengan keahlian dan bidangnya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang 
efektif serta efisien.:”16 
Di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamasa ditemukan fenomena bahwa 
aparatur Pariwisata dijabat oleh seseorang yang berlatar belakang kompetensi yang 
bukan dibidang pariwisata. Secara rasional, penempatan aparatur tersebut kurang 
sejalan dengan prinsip the right man on the right place sehingga ada peluang kurang 
optimalnya pelaksanan tugas dan fungsi dinas pariwisata. 
Sebagai daerah yang memiliki arah kebijakan dalam pembanguan dan 
peningkatan pengelolaan pariwisata, hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Mamasa adalah bagaimana menerapkan konsep the right man on the right 
place agar terciptanya pemerintahan yang dapat membangun, melayani dan 
memberdayakan baik dari sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Fakta 
dilapangan yang menujukkan bahwa adanya kekeliruan dalam penempatan aparatur 
pemerintah khususnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa semakin memperjelas 
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 Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
adanya ketidakjelasan antara konsep pembanguan Kabupaten Mamasa dengan 
pelaksaaan di lapangan. Dampak dari hal tersebut ialah kurang optimalnya pengelolaan 
pariwisata daerah itu sehingga akan mempersulit dalam mencapai visi misi yaitu 
mewujudkan Mamasa sebagai daerah tujuan wisata. 
  
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 
beberapa teknik dan metode dalam pengumpulan data, Maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Pada dasarnya, Koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Mamasa dalam mengelola pariwisata di kabupaten Mamasa, 
khususnya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Koperasi UKM 
Perindustrian dan Perdagangan, dengan Dinas Pariwisata itu sendiri telah memiliki 
kerja sama dan berkoordinasi. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan 
maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah masih 
besarnya ego sektoral di kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.. 
5.2. Saran 
Adapun yang menjadi saran peneliti pada penelitian ini adalah sebaiknya Satuan 
Kerja Perangkat Daerah menyatukan pikiran dan saling memahami tupoksi masing-
masing, mengurangi ego sektoral serta lebih meningkatkan hubungan kerjasama yang 
terkoordinasi dengan lebih baik dalam mengelola Kepariwisataan Kabupaten Mamasa. 
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 LAMPIRAN 3 
PERATURAN GUBERNUR 
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai 
Pariwisata Unggulan. 
GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 
   PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
   NOMOR 15 TAHUN 2008  
     TENTANG    
   PENETAPAN KABUPATEN MAMASA  
   SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN 
   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
   GUBERNUR SULAWESI BARAT,  
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Mamasa   mempunyai 
   beraneka budaya dan potensi sumber daya 
   
alam yang memeliki prospek kedepan dalam 
   
menambah aset daerah untuk meningkatkan 
   kesejahteraan rakyat;    
  b. bahwa dalam program pembangunan 
   
kepariwisataan, sesuai keunikan budaya dan 
   
potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  di 
   
Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud 
   
pada huruf a, perlu menetapkan Kabupaten 
   
Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan 
   Provinsi Sulawesi Barat;    
  c. bahwa Berdasarkan pertimbangan 
   
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  dan 
   
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
   
Sulawesi Barat tentang Penetapan Kabupaten 
   
Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata 
   
Unggulan. 
     
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
   
Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan 
   
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
   
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
   
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
   3419);       
 
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3427); 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3470); 
 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undan Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
DAerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) 
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4374); 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 4421); 
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4422); 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4438); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4737); 
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan 
Kebudayaan dan Pariwisata; 
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan 
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Lampiran 7 
 Lampiran 7. Dokumentasi 
 
Wawancara dengan Wakil Bupati Mamasa,Drs.Bonggalangi MA. 
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Hasil Wawancara dengan KASUBAG Keuangan Pelapor BPK Pariwisata 
Mamasa 
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Wawancara dengan KADIS Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan 
Mamasa. 
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Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Mamasa. 
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Wawancara dengan salah satu pengunjung objek pariwisata 
 
Lampiran 8. Objek Pariwisata  
1. Objek Pariwisata Air Terjun Liawan yang di kelolah  oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. 
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Permandian Air Panas Rante-Rante di Desa Osango,  Kabupaten 
Mamasa. Objek ini yang dikelolah pihak swasta.  
 
Permandian Air  Panas Kole 
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Objek 
Pariwisata 
Air Terjun 
Liawan 
Tahun 2016 
 
 Objek 
Pariwisata 
Air Terjun 
Liawan 
Tahun 2017 
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Kondisi 
Objek 
Pariwisata yang semakin tahun semakin tidak mendapat perhatian 
oleh pemerintah daerah 
  
 
 
 
 
